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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—_2029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6372.PBN.002 Rekomendasi Kebijakan tentang Pedoman 1 0 Rekomendasi 150.000 01 05 01 01
Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Kebijakan
Kualitas Hidup Ibu dan Anak Beserta 04 19 01 01
Mekanisme Koordinasinya
047.DE.6372.PBN.003 Rekomendasi Kebijakan tentang Pedoman 1 0 Kajian 150.000 01 05 01 01
Penerapan Strategi PUG dalam Sistem
Pemerintahan Pusat dan Daerah 04 19 05 01
047.DE.6372.PBN.00S Rekomendasi Kebijakan Peningkatan TPAK 1 0 Rekomendasi 150.000 04 19 03 02
Perempuan melalui Partisipasi Perempuan Kebijakan
dalam STEM
047.DE.6372.PBN.006 Rekomendasi Kebijakan tentang 1 0 Rekomendasi 150.000 04 19 0S5 01
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kebijakan
Manusia Penyelenggara PUG di Pusat dan
Daerah
047.DE.6372.PBN.007 Rekomendasi Kebijakan tentang Pedoman 1 0 Kajian 150.000 06 02 03 01
tentang Rencana Aksi Nasional Ekonomi
Perawatan (Care Economy) 04 19 03 02
047.DE.6372.PBN.008 Pedoman tentang PUG dalam Pelaporan 1 0 Kajian 100.000 04 19 05 01
047.DE.6372.PBN.009 Rekomendasi Kebijakan Tentang Peta jalan 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 02 02
peningkatan kepemimpinan perempuan Kebijakan

dalam pengambilan keputusan
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)

047.DE.6372.PBN.O11 Rekomendasi Kebijakan Tentang Grand 0 V] Rekomendasi 150.000 04 19 02 01
Design Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan
Politik

047.DE.6372.PBN.012 Rekomendasi Kebijakan Tentang Pedoman 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 03 02
Strategi Nasional Keuanga Inklusif Kebijakan
Perempuan

047.DE.6372.PBN.013 Rekomendasi Kebijakan tentang Standar 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 03 02
Tempat Penitipan Anak Kebijakan

047.DE.6372.PBN.O15 Rekomendasi Kebijakan tentang Stranas 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 02 02
Peningkatan Kepemimpinan Perempuan Kebijakan
dalam Pengambilan Keputusan

047.DE.6372.PBN.016 Rekomendasi Kebijakan tentang Peta Jalan 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 03 02
TPAK Perempuan Kebijakan

047.DE.6372.PBN.017 Rekomendasi Kebijakan tentang Standar 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 01 01
Tenaga Layanan Penyelenggaraan KIA Kebijakan

047.DE.6372.PBN.018 Rekomendasi Kebijakan Tentang Instrumen 0 0 Rekomendasi 150.000 01 05 (1) 01
Pemantauan dan Pendataan Kebijakan
Penyelenggaraan KIA 04 19 o1 o1

047.DE.6372.PBN.019 Rekomendasi Kebijakan Tentang Stranas 0 0 Rekomendasi 150.000 04 19 03 02
Peningkatan Transformasi Digital Kebijakan

Perempuan
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NAMA INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—2029 PN PP KP PROP

(Rp Ribu)
047.DE.6372.QMB Komunikasi Publik 5.150.000
047.DE.6372.QMB.001 KIE Kebijakan Kesetaraan Gender 1 1 layanan 1.150.000 04 19 05 01
047.DE.6372.QMB.002 KIE masif UU KIA pada fase 1000 HPK 1 1 layanan 4.000.000 04 19 01 01
047.DE.6372.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 9.270.000
047.DE.6372.UAE.001 Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 39 39 Laporan 9.270.000 04 19 05 01
PUG di K/L dan Daerah dalam rangka
Penganugerahan Parahita Ekapraya
047.DE.6373 Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak 18.168.000
Anak
047.DE.6373.PAD Peraturan Presiden 1.320.000
047.DE.6373.PAD.001 Rancangan Perpres tentang Strategi 1 0 PerPres 440.000 01 05 01 o1
Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
04 11 01 03
04 17 01 02
047.DE.6373.PAD.002 Rancangan Perpres tentang 1 0 PerPres 440.000 01 05 01 01
Kabupaten/Kota Layak Anak
04 17 01 02
047.DE.6373.PAD.003 Peraturan Presiden Tentang Partisipasi 0 0 PerPres 440.000 04 17 01 02

Anak
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO{PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)

047.DE.6373.PAG Peraturan Menteri 1.600.000

047.DE.6373.PAG.001 Peraturan Menteri Tentang 1 0 PerMen 0 04 17 01 02
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
Berbasis Hak Anak bagi SDM Penyedia
Layanan PHA

047.DE.6373.PAG.002 Revisi Peraturan Menteri PPA No. 12 Tahun 0 0 PerMen 400.000 04 17 01 02
2022 tentang Penyelenggaraan KLA

047.DE.6373.PAG.003 Peraturan Menteri PPPA tentang 0 0 PerMen 400.000 04 17 01 02
Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Hak Anak

047.DE.6373.PAG.004 Peraturan Menteri PPPA Tentang Partisipasi 0 0 PerMen 400.000 04 17 o1 02
Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi dan
Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak

047.DE.6373.PAG.005 Peraturan Menteri PPPA Tentang 0 2 PerMen 400.000 04 17 01 02
Pengasuhan Keluarga

047.DE.6373.PBN Kebijakan Bidang Sosial 750.000

047.DE.6373.PBN.001 Kebijakan Penguatan Resiliensi Anak 1 1 Rekomendasi 750.000 07 02 02 02
Korban Kekerasan Kebijakan

047.DE.6373.QMA Data dan Informasi Publik 750.000

047.DE.6373.QMA.001 Data Evaluasi KLA 1 1 dokumen 750.000 04 17 01 02
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6373.QMB Komunikasi Publik 600.000
047.DE.6373.QMB.001 KIE Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 0 1 kegiatan 600.000 04 17 01 01
047.DE.6373.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 13.148.000
047.DE.6373.UAE.001 Laporan Hasil Evaluasi KLA 38 38 Laporan 13.148.000 04 13 05 02
04 17 01 02

047.DE.6375 Layanan perlindungan perempuan korban 30.265.378

kekerasan termasuk TPPO
047.DE.6375.PEA Koordinasi 3.220.000
047.DE.6375.PEA.001 Koordinasi penyediaan layanan rujukan 2 2 kegiatan 3.220.000 04 19 04 02

akhir komprehensif bagi perempuan korban

kekerasan dan TPPO
047.DE.6375.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 24.895.378
047.DE.6375.QAA.001 Perempuan korban kekerasan dan TPPO 210 250 Orang 24.895.378 04 19 04 02

yang mendapatkan layanan rujukan akhir

komprehensif 07 02 02 01
047.DE.6375.QEA Bantuan Masyarakat 2.150.000
047.DE.6375.QEA.001 Perempuan korban kekerasan dan TPPO 210 250 Orang 2.150.000 04 19 04 02

yang mendapat layanan bantuan spesifik o7 02 02 ol
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6376 Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak 114.980.000
Perempuan
047.DE.6376.PAD Peraturan Presiden 880.000
047.DE.6376.PAD.001 Peraturan Presiden tentang Strategi 1 0 R.Perpres 440.000 04 19 04 02
Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap
Perempuan 04 16 01 03
047.DE.6376.PAD.001.0000 Peraturan Presiden tentang Strategi 1 0 R.Perpres 440.000 01 05 01 01
Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap
Perempuan - Pusat
047.DE.6376.PAD.002 Peraturan Presiden terkait kebijakan 0 0 R.Perpres 440.000 04 19 04 01
bidang PHP
047.DE.6376.PAG Peraturan Menteri 3.800.000
047.DE.6376.PAG.001 Perubahan atas Permen No,20 Tahun 2010 1 0 PerMen 200.000 04 16 03 02
tentang Panduan Umum Bina Kelurga TKI
047.DE.6376.PAG.002 Permen tentang Pedoman Penyediaan 1 0 PerMen 200.000 01 (053 02 02
Layanan Pencegahan eksploitasi ,
kekerasan dan pelecehan seksual bagi 04 19 04 02
tenaga layanan
047.DE.6376.PAG.003 1 0 PerMen 200.000 04 19 04 02
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NAMA INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO,/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2025—2029 PN PP KP PROP

(Rp Ribu)
Permen Pedoman Penanganan Korban 07 02 02 02
Perempuan Disabilitas bagi Tenaga
Layanan
047.DE.6376.PAG.005 Permen Bidang Perlindungan Hak PerMen 3.200.000 04 19 04 01
Perempuan
047.DE.6376.PBN Kebijakan Bidang Sosial 5.700.000
047.DE.6376.PBN.001 Analisis mendalam SPHPN 2024 (KDRT, Rekomendasi 1.800.000 04 19 04 02
KS, KBGO, FGMC) Kebijakan
047.DE.6376.PBN.002 Kajian Kebijakan tematik Penghapusan Rekomendasi 150.000 04 16 01 03
Kekerasan dalam Rumah Tangga Kebijakan
047.DE.6376.PBN.003 Kajian Kebijakan terkait Perlindungan Rekomendasi 150.000 04 19 04 02
Perempuan lanjut Usia yang responsif Kebijakan
gender
047.DE.6376.PBN.004 Rekomendasi Kebijakan bidang PHP Rekomendasi 3.600.000 04 19 04 01
Kebijakan
047.DE.6376.QMA Data dan Informasi Publik 102.000.000
047.DE.6376.QMA.001 Persiapan Pelaksanaan SPHPN dokumen 2.000.000 04 19 04 02
047.DE.6376.QMA.002 Pelaksanaan SPHPN Data 100.000.000 04 19 04 02
047.DE.6376.QMB Komunikasi Publik 2.600.000
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NAMA INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 20252029 PN PP KP PROP

(Rp Ribu)
047.DE.6376.QMB.001 Komunikasi Publik Kebijakan pelaksanaan 7 0 kegiatan 1.800.000 04 19 04 01
UU TPKS
07 02 03 01
04 16 01 03
047.DE.6376.QMB.002 KIE Kemitraan Kebijakan 4 4 kegiatan 800.000 04 19 04 01
047.DE.6377 Perumusan Kebijakan Perlindungan 80.125.000
Khusus Anak
047.DE.6377.PAA Undang-Undang 600.000
047.DE.6377.PAA.002 Revisi Undang Undang Perlindungan Anak 0 0 RUU 600.000 07 02 02 02
047.DE.6377.PAD Peraturan Presiden 300.000
047.DE.6377.PAD.001 Rancangan Peraturan Presiden tentang 0 0 R.Perpres 300.000 04 16 o1 03
Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan
Terhadap Anak 04 17 02 03
047.DE.6377.PAG Peraturan Menteri 2.000.000
047.DE.6377.PAG.001 Revisi Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 1 0 PerMen 200.000 07 02 02 02

tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
Penyandang Disabilitas
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2025—”2029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6377.PAG.002 Revisi Permen PPPA No. 7 Tahun 2019 1 0 PerMen 200.000 07 02 02 02
tentang Pedoman Perlindungan Anak dari
Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
047.DE.6377.PAG.003 Peraturan Menteri terkait Perlindungan 0 1 RPermen 800.000 07 02 02 02
Anak Kondisi Khusus
047.DE.6377.PAG.004 Peraturan Menteri terkait Perlindungan 0 1 PerMen 800.000 07 02 02 02
Anak Korban Kekerasan
047.DE.6377.PBN Kebijakan Bidang Sosial 5.725.000
047.DE.6377.PBN.001 Rekomendasi Kebijakan tentang Isu 1 0 Rekomendasi 150.000 07 02 02 02
Perebutan Hak Asuh Anak Kebijakan
047.DE.6377.PBN.002 Rekomendasi Kebijakan terkait dengan 1 0 Rekomendasi 150.000 07 02 02 02
lanjutan RPerpres Stranas PKTA Kebijakan
04 17 02 03
047.DE.6377.PBN.003 Rekomendasi Kebijakan Rancangan 1 V] Rekomendasi 750.000 04 17 02 03
Undang-Undang tentang Perubahan atas Kebijakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 07 02 02 02
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
047.DE.6377.PBN.004 Rekomendasi Kebijakan tentang 0 3 Rekomendasi 1.800.000 07 02 02 02
Perlindungan Khusus Anak Kebijakan
047.DE.6377.PBN.005 Analisis Mendalam Hasil SNPHAR 2024 6 0 Rekomendasi 1.900.000 04 17 02 03
Kebijakan
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—2029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6377.PBN.006 Rekomendasi Kebijakan mengenai 0 0 Rekomendasi 225.000 04 17 02 03
Pelaksanaan Standar Pelayanan bagi Anak Kebijakan
yang menjadi Korban atau Pelaku
Pornografi
047.DE.6377.PBN.007 Rekomendasi Kebijakan mengenai 0 0 Rekomendasi 250.000 04 17 02 03
Pelaksanaan Pelindungan Anak Korban Kebijakan
Perlakuan Salah/Penelantaran
047.DE.6377.PBN.009 Rekomendasi Kebijakan mengenai 0 0 Rekomendasi 225.000 04 17 02 * 03
Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat Kebijakan
047.DE.6377.PBN.O11 Rekomendasi Kebijakan mengenai 0 0 Rekomendasi 275.000 04 17 02 03
Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Kebijakan
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat
Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan
Seksual terhadap Anak
047.DE.6377.QMA Data dan Informasi Publik 71.500.000
047.DE.6377.QMA.003 Pelaksanaan SNPHAR 2027 0 0 dokumen 71.500.000 04 17 02 03
047.DE.6378 Layanan Anak yang Memerlukan 86.718.040
Perlindungan Khusus
047.DE.6378.PEA Koordinasi 5.705.230
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
047.DE.6378.PEA.001 Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan 32 43 kegiatan 5.705.230 04 17 02 03
Layanan Komprehensif bagi AMPK Korban
Kekerasan
047.DE.6378.PEA.001.0000 Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan 32 43 kegiatan 5.705.230 04 17 02 02
Layanan Komprehensif bagi AMPK Korban
Kekerasan - Pusat
047.DE.6378.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 22.566.120
047.DE.6378.QAA.001 AMPK Korban Kekerasan yang 425 525 Orang 22.566.120 04 17 02 02
Mendapatkan La Ti t Nasional
endapatkan Layanan Tingkat Nasi o7 02 02 o1
047.DE.6378.QAH Pelayanan Publik Lainnya 53.350.440
047.DE.6378.QAH.001 Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 1 1 layanan 53.350.440 01 05 02 02
129
04 16 02 01
04 17 02 02
047.DE.6378.QEA Bantuan Masyarakat 5.096.250
047.DE.6378.QEA.001 AMPK Korban Kekerasan yang Mendapat 425 525 Orang 5.096.250 04 17 02 02
Layanan Bantuan Khusus Anak
07 02 02 01
047.WA Program Dukungan Manajemen 2.000.000
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional

PN 07 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 69,98 71,38 77,26

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 07.07 - Indeks Sistem Merit ASN 0,54 (2023) 0,61 0,65
PP 07.08 - Indeks Pelayanan Publik 3,78 (2023) 3,68 3,80
PP 07.08 - Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional 64,91 (2023) 70 75
PP 07.10 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,79 (2023) 3,00 2,00

Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 07.07.01 - Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit persen 67 67 -
(target mengikuti

instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.01 - Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit persen 61 61 -

(target mengikuti
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instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.01 - Persentase instansi pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis persen - - 54
kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.02 - Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit persen 78,45 (2023) 78,45 -

(target mengikuti

instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.02 - Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit persen 78,91 (2023) 78,91 -

(target mengikuti

instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek perencanaan kebutuhan dalam Indeks persen - - 54
Sistem Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek pengadaan pegawai dalam Indeks Sistem persen - - 54
Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek manajemen talenta dalam Indeks Sistem persen - - 54

Merit ASN minimal “menengah”

(indikator baru)

(indikator baru)
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INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

KP 07.07.02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek standar kompetensi jabatan dalam Indeks persen - - 54
Sistem Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.02 - Persentase instansi pemerintah yang aspek standardisasi jabatan dalam Indeks Sistem persen - - 54
Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.03 - Aspek pengembangan karir Indeks Sistem Merit persen 33,57 (2023) 33,57 -

(target mengikuti

instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.03 - Persentase instansi pemerintah yang aspek pengembangan kompetensi dalam Indeks persen - - 54
Sistem Merit ASN minimal “menengah” (indikator baru) (indikator baru)

KP 07.07.04 - Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit persen 57,2 (2023) 57,2 -

(target mengikuti

instrumen Indeks

Sistem Merit yang

dimutakhirkan)

KP 07.07.04 - Persentase instansi pemerintah yang aspek digitalisasi manajemen ASN dalam Indeks persen - (indikator baru) - (indikator baru) 54

Sistem Merit ASN minimal “menengah”

KP 07.07.05 - Indeks BerAkhlak

61,1 (2023)

61,1

(target mengikuti
instrumen Indeks
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INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Sistem Merit yang
dimutakhirkan)
KP 07.07.05 - Persentase instansi pemerintah yang aspek budaya kerja dan citra institusi ASN dalam persen - (indikator baru) - (indikator baru) 54

Indeks Sistem Merit ASN minimal “menengah”
KP 07.07.06 - Jumlah instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "baik" instansi 98 98 -
pemerintah (target mengikuti
instrumen Indeks
Sistem Merit yang
dimutakhirkan)
KP 07.07.06 - Persentase instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal “menengah” persen - (indikator baru) - (indikator baru) 54
KP 07.07.06 - Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi manajemen ASN yang dimanfaatkan persen - (indikator baru) - (indikator baru) 100
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik K/L 4,16 (2023) 3,9 4,07
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi 3,91 (2023) 3,64 3,8
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Pubik Kabupaten 3,63 (2023) 3,51 3,62
KP 07.08.01 - Indeks Pelayanan Publik Kota 4,01 (2023) 3,96 4,09
KP 07.08.02 - Persentase instansi pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja Baik (kategori persen 97,62 97 100

"B" ke atas)

KP 07.08.02 - Persentase instansi pemerintah (provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik persen 100 100 100

(kategori "B" ke atas)
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INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

KP 07.08.02 - Persentase instansi pemerintah (kab/kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik persen 75,79 76 83
(kategori "B" ke atas)

KP 07.10.01 - Jumlah kebijakan pemerintah digital yang ditetapkan kebijakan - (indikator baru) 4 0
KP 07.10.01 - Jumlah lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital lembaga - (indikator baru) 0 614
KP 07.10.03 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal persen - (indikator baru) 50 90
KP 07.10.04 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik layanan - (indikator baru) 10 50
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()33;3)?39 PN PP KP PROP

048.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan 457.770.269
Tata Kelola ASN

048.C0.6189 Perumusan Kebijakan PANRB 27.898.994

048.C0O.6189.PAC Peraturan Pemerintah 1.040.000

048.C0.6189.PAC.001 Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan 3 0 PP 520.000 07 07 01 01
Gaji ASN, TNI, dan Polri

048.C0O.6189.PAC.002 Peraturan Pemerintah terkait Pemberian 0 0 PP 520.000 07 07 01 01
Penghargaan dan Pengakuan bagi Pegawai
ASN

048.C0.6189.PAD Peraturan Presiden 1.760.000

048.C0.6189.PAD.001 Peraturan Presiden terkait Pendidikan 0 0 PerPres 440.000 07 07 03 01
Berjenjang

048.C0.6189.PAD.002 Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan 0 0 PerPres 880.000 07 07 01 01
Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan
dan Pengakuan bagi Pegawai ASN

048.C0.6189.PAD.006 Peraturan Presiden tentang tata kelola Mal 0 0 PerPres 440.000 07 08 01 01
Pelayanan Publik

048.C0.6189.PAG Peraturan Menteri 1.000.000
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048.C0.6189.PAG.001 Peraturan Menteri tentang Kompetensi ASN 0 0 PerMen 200.000 07 07 03 01
048.C0.6189.PAG.002 Peraturan Menteri PANRB terkait Evaluasi 0 0 PerMen 200.000 07 07 01 01
Jabatan ASN
048.C0.6189.PAG.003 Peraturan Menteri PANRB terkait Sistem 0 0 PerMen 200.000 07 07 01 02
Manajemen Kinerja ASN
048.C0.6189.PAG.004 Peraturan Menteri PANRB terkait 0 0 PerMen 200.000 07 07 02 01
Manajemen Talenta
048.C0.6189.PAG.009 Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan 0 0 PerMen 200.000 07 07 02 04
Fungsional ASN
048.C0.6189.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 5.770.000
048.C0.6189.PBL.014 Rekomendasi Rancangan Kebijakan 1 0 Rekomendasi 2.770.000 07 08 02 01
Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, Kebijakan
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
048.C0.6189.PBL.016 Kebijakan Nasional Transformasi Digital 1 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 01 01
Pemerintah Kebijakan
048.C0.6189.PBL.017 Kebijakan Nasional Arsitektur Pemerintah 1 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 01 01
Digital Kebijakan
048.C0.6189.PBL.018 Kebijakan Pelaksanaan Transformasi 0 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 01 01
Digital Pemerintah Kebijakan
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048.C0.6189.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 4.448.994
048.C0.6189.PBM.001 Rekomendasi kebijakan tentang Tata Kelola 0 0  Rekomendasi 1.000.000 07 08 01 01
Mal Pelayanan Publik Kebijakan
048.C0.6189.PBM.003 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan 1 0 Rekomendasi 948.994 07 08 01 01
Ekosistem Pelayanan Publik Kebijakan
048.C0.6189.PBM.005 Rekomendasi Kebijakan tentang Perluasan 1 0  Rekomendasi 1.000.000 07 08 01 01
Cakupan Akses Pelayanan Publik Kebijakan
048.C0.6189.PBM.006 Standardisasi Pelayanan Publik Digital 1 0  Rekomendasi 1.500.000 07 10 04 01
Terintegrasi Kebijakan
048.C0.6189.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur 13.880.000
048.C0.6189.PBQ.001 Rekomendasi Kebijakan Perencanaan 1 0 Rekomendasi 3.600.000 04 04 02 03
Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN Kebijakan
Nasional 02 09 06 03
048.C0.6189.PBQ.001.0000 Rekomendasi Kebijakan Perencanaan 1 0 Rekomendasi 3.600.000 07 07 02 03
Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN Kebijakan
Nasional - Pusat
048.C0.6189.PBQ.002 Rekomendasi Kebijakan Manajemen 1 0  Rekomendasi 2.291.880 02 09 06 03
Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kebijakan
Kinerja SDM Aparatur 07 07 01 01
048.C0O.6189.PBQ.003 1 0 2.500.000 02 09 06 03
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Rekomendasi Kebijakan Penguatan Budaya Rekomendasi 07 07 05 01
Kerja Pegawai ASN dan Peningkatan Citra Kebijakan
Institusi ASN

048.C0.6189.PBQ.004 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 1 0  Rekomendasi 2.600.000 07 07 03 01
Kompetensi Pegawai ASN Kebijakan

02 09 06 03

048.CO.6189.PBQ.005.0000  Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan 1 0  Rekomendasi 488.120 07 07 o1 02
Kinerja Pegawai ASN - Pusat Kebijakan

048.C0.6189.PBQ.006.0000 Rekomendasi Kebijakan Manajemen 1 0 Rekomendasi 2.000.000 07 07 02 01
Talenta dan Karier Pegawai ASN - Pusat Kebijakan

048.C0.6189.PBQ.007 Rekomendasi Kebijakan Pendidikan 0 0  Rekomendasi 200.000 07 07 03 01
Berjenjang Kebijakan

048.C0.6189.PBQ.009 Rekomendasi Kebijakan hasil Evaluasi 0 0  Rekomendasi 200.000 07 07 06 02
Manajemen ASN Kebijakan

048.C0.6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan 22.343.360
Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur, dan Pengawasan

048.C0.6191.PEA Koordinasi 583.120

048.C0O.6191.PEA.002 Internalisasi Kebijakan Konflik Kepentingan 1 (o} kegiatan 583.120 07 07 0S5 01

pada Instansi pemerintah dan masyarakat
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048.C0O.6191.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga 21.760.240
Pemerintahan
048.C0O.6191.UAIL.002 Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP 116 116 Lembaga 13.710.240 07 08 02 01
di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
048.C0O.6191.UAIL.028 Asistensi Implementasi Kebijakan Konflik 50 50 Lembaga 4.050.000 07 07 05 01
Kepentingan
048.C0.6191.UAL.029 Evaluasi Implementasi Kebijakan Konflik 0 628 Lembaga 4.000.000 07 07 05 01
Kepentingan
048.C0O.6192 Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan 50.005.966
Berbasis Elektronik
048.C0.6192.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 22.805.966
048.C0.6192.PBL.001 Rekomendasi Percepatan Transformasi 1 1 Rekomendasi 15.455.966 07 10 01 01
Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Kebijakan
Nasional 02 09 06 03
048.C0.6192.PBL.002 Kebijakan Kedaulatan sistem pemerintah 0 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 01 02
digital Kebijakan
048.C0.6192.PBL.003 Rekomendasi strategi dan standar 0 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 01 02
kedaulatan pemerintah digital Kebijakan
048.C0O.6192.PBL.004 Kebijakan Evaluasi Pemerintah Digital 1 0 Rekomendasi 750.000 07 10 01 03
Kebijakan
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048.C0.6192.PBL.00S Reka Ulang Proses Bisnis Tematik sesuai 0 0 Rekomendasi 3.600.000 07 10 01 04
Arsitektur Pemerintah Digital pada Layanan Kebijakan
Digital Terintegrasi
048.C0.6192.PBL.006 Kebijakan dan Strategi Pengembangan 1 0 Rekomendasi 1.000.000 07 10 03 01
Kompetensi dan Budaya Digital ASN Kebijakan
048.C0O.6192.PEA Koordinasi 12.000.000
048.C0O.6192.PEA.001.0000 Koordinasi Keterpaduan layanan publik 1 1 kegiatan 8.000.000 07 10 04 01
prioritas dalam Portal Pelayanan Publik
sesuai proses bisnis tematik - Pusat
048.C0O.6192.PEA.002 Koordinasi Keterpaduan layanan 1 1 kegiatan 4.000.000 07 10 04 03
administrasi pemerintah dalam Portal
Layanan Administrasi
048.C0.6192.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga 15.200.000
Pemerintahan
048.C0O.6192.UAL.002 Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 637 637 Lembaga 10.000.000 07 10 01 03
Nasional
048.C0.6192.UAIL.003 Pembinaan penerapan arsitektur 0 614 Lembaga 5.200.000 07 10 01 04
pemerintah digital
048.C0.6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan 294.623.831

Kebijakan SDM Aparatur
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048.C0.6194.PEA Koordinasi 11.800.000
048.C0.6194.PEA.001 Koordinasi Pemenuhan Kebijakan terkait 0 0 kegiatan 800.000 07 07 01 o1
Roadmap Penerapan Sistem Pensiun
048.C0O.6194.PEA.002 Sinkronisasi dan pengendalian 0 1 kegiatan 2.000.000 07 07 06 01
pelaksanaan kebijakan terkait Sistem Merit
ASN
048.C0.6194.PEA.003 Koordinasi atas pelanggaran penerapan 0 1 kegiatan 2.000.000 07 07 06 01
Sistem Merit ASN
048.C0.6194.PEA.005S Evaluasi Manajemen ASN 0 1 kegiatan 3.000.000 07 07 06 02
048.C0.6194.PEA.006 Koordinasi pemanfaatan rekomendasi 0 1 kegiatan 4.000.000 07 07 06 02
kebijakan hasil evaluasi manajemen ASN
048.C0.6194.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 213.523.831
048.C0.6194.UAB.001 Pengembangan Platform Digital Manajemen 1 0 Sistem 213.523.831 07 07 04 001
ASN Informasi
048.C0O.6194.UAl Peningkatan Manajemen Lembaga 69.300.000
Pemerintahan
048.C0.6194.UAL001 Koordinasi penerapan kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 01 01

Merit ASN Aspek Penghargaan dan
Pengakuan berbasis kinerja SDM Aparatur
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INDIKASI ALOKASI

NAMA
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(();3;3)(39 PN PP KP PROP

048.C0O.6194.UAIL.002 Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 02 04
Sistem Merit ASN Aspek Standar
Kompetensi Jabatan

048.C0.6194.UAL.003 Koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 02 04
Sistem Merit ASN Aspek Standardisasi
Jabatan

048.C0.6194.UAIL.004 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 04 001
Merit ASN Aspek Digitalisasi Manajemen
ASN

048.C0O.6194.UAL 005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 02 03
Merit ASN Aspek Perencanaan Kebutuhan

048.C0.6194.UAI.006 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 02 03
Merit ASN Aspek Pengadaan

048.C0.6194.UAIL.007 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 03 01
Merit ASN Aspek Pengembangan
Kompetensi

048.C0.6194.UAL.008 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem 0 350 Lembaga 7.700.000 07 07 02 01
Merit ASN Aspek Manajemen Talenta

048.C0.6194.UAL.009 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem (V] 350 Lembaga 7.700.000 07 07 153 01

Merit ASN Aspek Budaya Kerja
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048.C0.6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan 62.898.118
Evaluasi Pelayanan Publik
048.C0.6195.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga 62.898.118
Pemerintahan
048.C0.6195.UAL005 Monitoring dan Penguatan Pelayanan 25 120 Lembaga 21.081.410 07 08 01 02
Publik Ramah Kelompok Rentan
048.C0.6195.UAL.010 Survei Kepuasan Masyarakat 326 326 Lembaga 12.078.285 07 08 01 04
048.C0.6195.UAI.O11 Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan 10 0 Lembaga 1.500.000 07 08 01 01
Publik Nasional (JIPPNAS)
048.C0.6195.UAIL.013 Fasilitasi Penerapan MPP Digital 20 20 Pemda 11.664.201 07 08 01 02
048.C0O.6195.UAL.O14 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 633 633 Lembaga 16.574.222 07 08 01 04
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
TOTAL 457.770.269

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

SK No 144183 C






2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

ot
2.

%

%,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 629 -

NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()3:;3)(‘)1’.;9 PN PP KP PROP
050.BK Program Penyelidikan, Pengamanan, dan 200.500.000
Penggalangan Keamanan Negara
050.BK.2856 Operasi Kontra Intelijen 178.000.000
050.BK.2856.QHB Operasi Bidang Keamanan 178.000.000
050.BK.2856.QHB.007 Operasi Intelijen Kontra Terorisme 898 898 operasi 101.500.001 02 04 02 01
050.BK.2856.QHB.008 Operasi Intelijen Kontra Separatisme 794 796 operasi 76.499.999 02 04 02 01
050.BK.3074 Operasi Intelijen Siber 22.500.000
050.BK.3074.QHB Operasi Bidang Keamanan 22.500.000
050.BK.3074.QHB.006 Penguatan Operasi Intelijen Siber 48 48 operasi 12.500.000 02 05 04 01
050.BK.3074.QHB.007 Peningkatan Kerja Sama Intelijen Siber 7 7 operasi 10.000.000 02 05 03 02

Antar Lembaga Intelijen Dunia

050.WA

Program Dukungan Manajemen

1.003.139.820

050.WA.2851

Penyelenggaraan Dukungan Administrasi
dan Sumber Daya Manusia

1.003.139.820

050.WA.2851.QDB

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

12.500.000
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(Rp Ribu)
050.WA.2851.QDB.001 Pembentukan Tim Respon Ancaman 1 1 Tim 12.500.000 02 05 03 03
Intelijen Siber
0S0.WA.2851.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 150.000.000
050.WA.2851.RAF.002 Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA) 7 7 Unit 150.000.000 02 05 01 01
050.WA.2851.RAF.003 Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen 0 0 Paket 0 02 02 02 02
050.WA.2851.SBA Pendidikan Tinggi 815.639.820
050.WA.2851.SBA.001 Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara 400 400 Orang 815.639.820 02 04 02 02
(STIN)
050.WA.2851.TBC Layanan Manajemen SDM Internal 25.000.000
050.WA.2851.TBC.001 Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen 25 25 Orang 25.000.000 02 04 02 02

Siber

TOTAL

1.203.639.819

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 02.05 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber - (Indikator Baru) 0,69 0,84
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 02.05.01 - Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan persen - {Indikator Baru) 33 66,7

sandi

KP 02.05.02 - Rata-rata Competency Gap Index (CGI) SDM siber dan sandi persen - (Indikator Baru) 16 8

KP 02.05.03 - Nilai kematangan keamanan siber PSE 2,59 2,77 3,55

KP 02.05.03 - Nilai kematangan penyelenggara persandian - {Indikator Baru) 3 3,7

KP 02.05.04 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional - (Indikator Baru) 0,70 0,84
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

INDIKASI ALOKASI

. NAMA X
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2025—2029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
051.BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber 7.000.789.863
dan Sandi Negara
051.B0O.3121 Pengembangan SDM Keamanan Siber dan 25.704.326
Sandi
051.BO.3121.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 2.960.696
051.B0.3121.PDI1.001 Sertifikasi SDM Berdasarkan Standar 360 360 Orang 2.960.696 02 05 02 01
Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi
(RPJMN)
051.BO.3121.SCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, 22.743.630
Pertahanan dan Keamanan
051.B0O.3121.SCG.001 Pelatihan bagi SDM Keamanan SPBE 300 300 Orang 6.861.717 07 10 03 03
(RPUMN)
051.B0O.3121.SCG.002 Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM 325 325 Orang 6.658.413 02 05 02 01
Berdasarkan Standar Kompetensi
Keamanan Siber dan Sandi (RPJMN)
051.BO.3121.SCG.003 Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber 325 275 Orang 9.223.500 02 05 02 01

dan Sandi (RPJMN)
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(Rp Ribu)
051.B0O.3123 Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan 330.000.000
Sandi
051.BO.3123.RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 330.000.000
051.B0.3123.RBJ.001 Fasilitas Pembangunan Sumber Daya 0 6 unit 330.000.000 02 05 01 01
Manusia Keamanan Siber dan Sandi yang
Terbangun di Poltek SSN (RPJMN)
051.BO.3124 Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 371.826.000
051.B0O.3124.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 18.826.000
051.BO.3124.QAA.001 Optimalisasi Pemanfaatan Sertifikat 0 5000000 Orang 18.826.000 07 10 02 03
Elektronik dalam Mendukung
Pemerintahan Digital (RPJMN)
051.BO.3124.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan 353.000.000
Keamanan
051.B0O.3124.RBM.001 Penerapan Sertifikat Elektronik pada 0 1 unit 353.000.000 02 05 01 02
Pelayanan Publik (RPJMN)
051.B0.6653 Perumusan Kebijakan Keamanan Siber dan 9.197.929
Sandi
051.B0O.6653.PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan 5.615.028

Keamanan
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2?:5;1’_1’312]9 PN PP KP PROP
051.BO.6653.PBE.001 Rancangan Undang-Undang tentang 1 1 Rekomendasi 5.615.028 02 05 03 01
Keamanan dan Ketahanan Siber Kebijakan
03 02 02 003
051.B0O.6653.PEC Kerja sama 3.582.901
051.B0.6653.PEC.001 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di 1 3 Kesepakatan 3.582.901 02 05 03 02
Bidang Keamanan Siber
051.BO.6654 Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber 5.985.368.488
dan Sandi
051.BO.6654.PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan 197.000
Keamanan
051.BO.6654.PBE.001 Roadmap Peningkatan Budaya Keamanan 1 0 Rekomendasi 197.000 02 05 02 02
Informasi (RPJMN) Kebijakan
051.B0.6654.QHB Operasi Bidang Keamanan 90.500.221
051.B0.6654.QHB.001 Operasi Audit Keamanan SPBE 13 23 operasi 13.319.242 07 10 02 03
051.B0.6654.QHB.002 Operasi Penanganan Perkara Cyber Related 1 1 operasi 2.900.203 02 0S 04 02
Crime
051.B0.6654.QHB.003 Peningkatan Budaya Keamanan Siber 4 4 operasi 2.173.226 02 05 02 02
051.B0.6654.QHB.004 Operasi Pengamanan Siber dan Sandi pada 0 59 operasi 59.400.000 02 05 04 01

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029
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KODE PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)

051.B0.6654.QHB.005 Operasi Dukungan Penyidikan dalam 0 3 operasi 7.059.750 02 05 04 01
rangka Pengungkapan Perkara Siber

051.B0O.6654.QHB.006 Operasi Profiling Sinyal di Kawasan Indo- 0 3 operasi 5.647.800 02 05 04 01
Pasifik

051.B0.6654.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 4.494.671.267

051.BO.6654.RAF.001 Penguatan Ekosistem Keamanan Siber di 1 0 Paket 100 02 05 01 01
Indonesia (PHLN)

051.BO.6654.RAF.002 Optimalisasi Sistem Pemantauan dan 1 0 Paket 100 02 0S 01 01
Deteksi Ancaman Siber Sosial (PHLN)

051.B0O.6654.RAF.003 Perluasan Cakupan Perangkat Traffic 1 1 Paket 1.534.258.054 02 05 01 01
analysis National Security Operation Center
(NSOC) (RPJMN)

051.BO.6654.RAF.004 Sistem Pemantauan dan Deteksi Serangan 3 3 Paket 150.000.000 02 05 01 01
Siber Sosial (RPJMN)

051.B0O.6654.RAF.005 Infrastruktur Kriptografi Nasional 1 1 Unit 146.047.076 02 05 01 01
(Cryptography as a Service)

051.B0O.6654.RAF.006 Peralatan Operasi Pengamanan Sinyal 0 1 Paket 484.720.000 02 05 01 01
(RPJMN)

051.BO.6654.RAF.007 Sistem Pelindungan Infrastruktur Informasi 0 0 Unit 110.000.000 02 0s 01 01

Vital (RPJMN)
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(Rp Ribu)
051.BO.6654.RAF.008 Platform National Cyber Threat Database 0 2 Unit 100.000.000 02 05 01 o1
(RPJMN)
051.BO.6654.RAF.009 Sistem Penelusuran Indikasi Potensi 0 0 Unit 5.000.937 02 05 01 o1
Ancaman Siber (RPJMN)
051.BO.6654.RAF.010 Sistem Terintegrasi Audit Keamanan SPBE 0 3 Unit 120.000.000 07 10 02 03
(RPJMN)
051.BO.6654.RAF.011 Penguatan Perangkat Command Center 0 1 Unit 100.000.000 02 05 01 01
Kriptografi
051.BO.6654.RAF.012 Sarana Operasi Analisis Sinyal (RPJMN) 1 1 Paket 594.182.500 02 05 01 01
051.B0O.6654.RAF.013 Pembangunan SSOC IKN (Perpres 63 2022) 0 1 Paket 1.058.962.500 06 05 01 07
02 05 01 01
051.BO.6654.RAF.016 Peningkatan Kapasitas Sistem Pengalihan 0 1 Paket 32.000.000 02 05 01 01
Serangan Siber
051.BO.6654.RAF.017 Sistem Pangkalan Data Insiden Siber 0 1 Paket 59.500.000 02 05 01 o1
051.B0O.6654.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan 1.400.000.000
Keamanan
051.B0O.6654.RBM.002 Pembangunan National Signal Analysis 0 1 Kawasan 1.400.000.000 02 05 01 01

(RPJMN)
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2025—?029 PN PP KP PROP
(Rp Ribu)
051.B0O.6655 Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber 123.678.200
dan Sandi Sektor Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
051.B0O.6655.PAG Peraturan Menteri 350.000
051.B0O.6655.PAG.001 Peraturan BSSN tentang Peta Jalan ] 1 PerMen 350.000 02 0S 03 01
Pelindungan IIV Sektor Administrasi
Pemerintahan Tahun 2030-2034
051.B0.6655.PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan 257.173
Keamanan
051.B0O.6655.PBE.001 Penyusunan Peta Jalan Pelindungan IV 1 0 Rekomendasi 257.173 02 05 03 01
Sektor Pertahanan Kebijakan
051.B0.6655.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 51.469.605
051.B0.6655.QDB.001 Pembinaan Peningkatan Kapasitas 24 32 Lembaga 7.914.384 07 10 02 03
Keamanan SPBE Lingkup Instansi
Pengelola Aplikasi Umum dan Inisiatif
Strategis Arsitektur SPBE Nasional
051.B0.6655.QDB.002 Pembinaan Kematangan Keamanan Siber 105 160 Lembaga 43.555.221 02 05 03 03
Sektor Administrasi Pemerintahan:
Pemerintah Pusat 06 o1 o1 001
051.BO.6655.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 45.000.000
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2(()]31)5;12;')39 PN PP KP PROP
051.BO.6655.RAF.001 Sistem Pengawasan Kepatuhan 0 2 Paket 45.000.000 02 05 01 01
Penanganan Insiden pada TTIS Organisasi
Sektor Administrasi Pemerintahan
051.BO.6655.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 26.601.422
Daerah
051.B0O.6655.UBA.001 Pembinaan Kematangan Keamanan Siber 7 34 Daerah 20.465.416 02 05 03 03
Sektor Administrasi Pemerintahan: (Prov/Kab/Kota)
Pemerintah Daerah 06 01 01 001
051.B0.6655.UBA.002 Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan 4 4 Daerah 6.136.006 02 05 03 03
Sandi pada Provinsi Baru (Prov/Kab/Kota)
051.B0O.6656 Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber 68.110.972
dan Sandi Sektor Perekonomian
051.B0O.6656.PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan 3.680.000
Keamanan
051.B0O.6656.PBE.001 Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor 1 1 Rekomendasi 1.448.725 02 05 03 01
Keuangan Kebijakan
051.B0.6656.PBE.002 Peta Jalan Pelindungan IV Sektor ESDM 1 0 Rekomendasi 1.304.625 03 02 04 03
dan Pangan Kebijakan
02 05 03 01
051.B0.6656.PBE.003 Peta Jalan Pelindungan IIV Sektor TIK dan 1 1 Rekomendasi 926.650 02 05 03 01
Transportasi Kebijakan
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2(();:;3)?12;9 PN PP KP PROP

051.B0.6994.PDC.001 Sertifikasi produk teknologi keamanan 2 4 produk 17.931.930 06 01 o1 001

siber dan sandi berdasarkan standar yang

diakui oleh BSSN dalam rangka menjamin 02 05 01 02

keamanan Infrastruktur Informasi Vital

(IIV) (RPJMN)
051.B0O.6994.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 68.972.018
051.B0.6994.RAF.001 Pengembangan Laboratorium Sertifikasi 0 1 Paket 68.972.018 02 05 01 02

dan Pengujian Produk Keamanan BSSN
(RPJMN)

TOTAL

7.000.789.863

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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BADAN PUSAT STATISTIK

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
KP 07.08.02 - Tingkat pemanfaatan data statistik persen - (indikator baru) 76 86
KP 07.08.02 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,35 2,60 3,17
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2?33;3)(:12)9 PN PP KP PROP
054.GG Program Penyediaan dan Pelayanan 710.269.645
Informasi Statistik
054.GG.2896 Pengembangan dan Analisis Statistik 397.469.656
054.GG.2896.QMA Data dan Informasi Publik 397.469.656
054.GG.2896.QMA.006 Pemanfaatan Big Data untuk Statistik 14 42 layanan 214.333.280 03 02 02 006
Resmi
07 10 (153 01
054.GG.2896.QMA.200 Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 0o 3010 Data 183.136.376 07 08 02 03
Indikator Utama Pembangunan
054.GG.2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi 81.155.572
Informasi Statistik
054.GG.2897.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 81.155.572
054.GG.2897.QDB.003 Pembinaan Statistik Sektoral 547 621 Lembaga 81.155.572 07 08 02 03
054.GG.2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik 181.858.860
Harga
054.GG.2903.QMA Data dan Informasi Publik 181.858.860
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?:3;1%?12)9 PN PP KP PROP
054.GG.2903.QMA.006 PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN 193 193 layanan 181.858.860 07 15 01 10
INFLASI
054.GG.2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik 49.785.557
Ketahanan Sosial
054.GG.2907.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa 49.785.557
054.GG.2907.UBB.006 Pembinaan Desa Cinta Statistik 0 540 Desa/Kelurahan 49.785.557 06 07 03 03
054.WA Program Dukungan Manajemen 277.279.477
054.WA.2881 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi 277.279.477
Program dan Anggaran
054.WA.2881.PEC Kerja sama 277.279.477
054.WA.2881.PEC.124 Laporan Kerja Sama OECD Bidang Statistik 0 1 Dokumen 277.279.477 02 09 06 01
TOTAL 987.549.122

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melatui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

¢) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional

PN 02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI]) 34,25 (2023) 38,76 50,73
PN 02 - Indeks Ekonomi Hijau 59,17 (2020) 70,8 78.6
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 02.19 - Persentase penurunan emisi GRK (kumulatif) persen 17,02 (2023) 18,37 21,12
PP 02.19 - Persentase penurunan emisi GRK (tahunan) persen 23,48 (2023) 26,67 30,11
PP 02.22 - IBEI Pilar Ekonomi 22,19 (2023) 24,43 35,92
PP 02.22 - IBEI Pilar Lingkungan 31,27 (2023) 33,79 46,91
PP 02.22 - IBEI Pilar Sosial 55,19 (2023) 57,23 68,31
PP 06.01 - Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara persen 30 40 80
berkala

Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas
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INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

KP 04.09.04 - Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi manajemen talenta nasional (MTN) rekomendasi 1 (2023) 1 1
kebijakan

KP 04.20.02 - Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan persen 73 (2023) 75 95
kebijakan
KP 04.20.02 - Persentase pemprov yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan persen 18 (2023) 30 50
KP 06.01.01 - Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek persen 7 40 100
KP 06.01.02 - Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data Regsosek melalui persen 30 60 100
SEPAKAT
KP 06.01.02 - Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT persen 30 60 100
KP 07.08.02 - Persentase kegiatan prioritas utama dengan kinerja baik persen 66,30 70 78
KP 07.08.03 - Tingkat pemanfaatan hasil pengendalian program prioritas Presiden dalam persen - (indikator baru) 30 50
penyelenggaraan pembangunan nasional
KP 07.10.05 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia - (indikator baru) 51-70 91-100
KP 07.14.02 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan peraturan 1 1 1
KP 07.14.02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan sistem informasi 1 1 1
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO,RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()3})5;1%%2)9 PN PP KP PROP

055.CK Program Perencanaan Pembangunan 955.671.581
Nasional

055.CK.6262 Perencanaan Pembangunan Bidang 10.772.482
Ekonomi

055.CK.6262.PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 4.787.771

055.CK.6262.PBA.560 Kebijakan Program Pengembangan 1 1 Rekomendasi 4.787.771 02 22 07 03
Ekonomi Biru Kebijakan

02 16 03 04

055.CK.6262.PEA Koordinasi 5.984.711

055.CK.6262.PEA.260 Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat 1 1 kegiatan 5.984.711 07 15 01 12
Pusat dan Daerah

055.CK.6263 Perencanaan Pembangunan Regional 7.244.835

055.CK.6263.PAD Peraturan Presiden 1.260.124

055.CK.6263.PAD.360 Rancangan Perpres tentang Rencana Induk 1 1 R.Perpres 1.260.124 06 04 01 03
Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta

055.CK.6263.PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 5.984.711

055.CK.6263.PBP.470 Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota 1 1 Rekomendasi 5.984.711 06 05 01 01
Negara Kebijakan
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(();5;1%(:12)9 PN PP KP PROP
055.CK.6264 Perencanaan Pembangunan Bidang 122.592.167
Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
055.CK.6264.PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya 23.938.843
Alam
055.CK.6264.PB1.460 Koordinasi Strategis Perencanaan dan 1 1 Rekomendasi 23.938.843 02 16 01 04
Pengembangan Geopark Kebijakan
03 05 08 002
03 05 05 002
03 05 03 003
03 05 02 003
02 16 03 04
03 05 09 002
055.CK.6264.PBI1.460.0000 Koordinasi Strategis Perencanaan dan 1 1 Rekomendasi 23.938.843 03 05 11 002
Pengembangan Geopark - Pusat Kebijakan
03 05 07 002
03 05 01 002
055.CK.6264.PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 11.973.534
055.CK.6264.PBJ.570 Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau 2 2 Rekomendasi 7.485.000 02 19 06 02
pada Sektor Prioritas Kebijakan
055.CK.6264.PBJ.580 Penyusunan Kebijakan Keanekaragaman 1 1 Rekomendasi 4.488.534 02 16 03 03
Hayati Nasional Kebijakan
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():3;1’.:)(‘)12)9 PN PP KP PROP
055.CK.6264.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 27.131.914
055.CK.6264.PBR.160 Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Rekomendasi 27.131.914 02 10 16 04
Pangan Kebijakan
055.CK.6264.PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan 20.946.489
perubahan iklim
055.CK.6264.PBS.560 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rekomendasi 20.946.489 08 03 05 01
Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Kebijakan
(PRKBI) 02 19 06 02
055.CK.6264.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan 31.419.733
055.CK.6264.PBV.260 Kebijakan Perencanaan Bioekonomi dan Rekomendasi 31.419.733 02 21 02 01
Konservasi Sumber Daya Air Kebijakan
02 12 04 03
055.CK.6264.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan 7.181.654
Kelautan
055.CK.6264.PBW.300 Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Rekomendasi 7.181.654 02 22 07 03
Sistem Pangan Nasional Kebijakan
055.CK.6265 Perencanaan Pembangunan Bidang 9.984.280
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
055.CK.6265.PBN Kebijakan Bidang Sosial 9.984.280
055.CK.6265.PBN.160 Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Rekomendasi 5.984.711 06 01 01 003
Ekonomi Kebijakan
055.CK.6265.PBN.360 Koordinasi Strategis Desa Cemara Rekomendasi 3.999.569 06 01 02 02
Kebijakan
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2?:5;12&39 PN PP KP PROP
055.CK.6266 Perencanaan Pembangunan Bidang 2.819.565
Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan
055.CK.6266.PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan 2.819.565
Kebudayaan
055.CK.6266.PBH.330 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi 1 1 Rekomendasi 2.819.565 04 09 04 02
Manajemen Talenta Nasional Tahun 2025— Kebijakan
2029
055.CK.6268 Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, 19.967.357
Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
055.CK.6268.PBC Kebijakan Bidang Politik 3.000.000
055.CK.6268.PBC.560 Pemetaan Center of Excellence Indonesia 1 1 Rekomendasi 3.000.000 02 09 03 02
Kebijakan
055.CK.6268.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 2.992.357
055.CK.6268.PBD.360 Rekomendasi Kebijakan Penguatan 1 1 Rekomendasi 2,992,357 07 02 01 01
Kelembagaan dan Reformasi Regulasi Kebijakan
055.CK.6268.PEA Koordinasi 13.975.000
055.CK.6268.PEA.460 Koordinasi Kerja Sama Pembangunan 1 1 kegiatan 13.975.000 02 09 03 01
Internasional (KSPI)
055.CK.6269 Perencanaan Pembangunan Bidang 152.066.985
Pendanaan Pembangunan
055.CK.6269.PAG Peraturan Menteri 1.196.943
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN, KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():1)5;1%(:12’9 PN PP KP PROP
055.CK.6269.PAG.560 Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang PerMen 1.196.943 07 14 02 01
Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan
Infrastruktur
055.CK.6269.PEA Koordinasi 100.000.000
055.CK.6269.PEA.360 Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali kegiatan 100.000.000 07 14 01 02
Amanat Program Hibah COMPACT II
055.CK.6269.RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi 50.870.042
dan Komunikasi
055.CK.6269.RDS.260 Sistem Informasi KRISNA Sistem 50.870.042 07 14 02 02
Informasi
055.CK.6270 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian 368.113.223
Pembangunan
055.CK.6270.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 144.694.223
055.CK.6270.PBL.170 Kebijakan Jasa Konsultasi Non-Konstruksi Rekomendasi 12.500.000 07 08 02 02
Nasional Kebijakan
055.CK.6270.PBL.560 Implementasi Kebijakan Satu Data Rekomendasi 97.985.264 03 02 02 003
Indonesia Kebijakan
07 10 05 01
055.CK.6270.PBL.570 Implementasi interoperabilitas dan Rekomendasi 21.708.959 07 10 02 01
pertukaran data Kebijakan
03 02 02 001
055.CK.6270.PBL.660 Rekomendasi Rancangan Kebijakan tentang Rekomendasi 12.500.000 07 08 02 01
Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?3135;1%?12)9 PN PP KP PROP
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Pembangunan Nasional
055.CK.6270.PEA Koordinasi 105.419.000
055.CK.6270.PEA.260 Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko 1 1 kegiatan 105.419.000 07 08 03 01
Pembangunan
055.CK.6270.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 40.000.000
055.CK.6270.UAB. 160 Sistem Informasi E-Monev Gen 4 1 1 Sistem 40.000.000 07 08 02 01
Informasi
055.CK.6270.UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 78.000.000
055.CK.6270.UAE.260 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut 1 1 Laporan 78.000.000 07 08 03 01
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program
Prioritas Presiden
055.CK.6272 Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana 262.110.688
yang Berkelanjutan
055.CK.6272.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 262.110.688
055.CK.6272.UAC.191.0000 Program Penyelenggaraan Beasiswa 166 400 Orang 262.110.688 07 07 03 03
Pendidikan PNS Perencana Pembangunan
Nasional - Pusat
TOTAL 955.671.581

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 06.03 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya persen 4,96 14,98 53,89
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 02.17.04 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS persen 5,85 9,86 100

KP 02.17.04 - Persentase penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) persen 70,38 73,88 80,02

KP 02.17.07 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang persen 50 52 60

KP 06.03.03 - Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan persen 46,16 47,16 50,66

KP 06.03.03 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria persen 46,64 47,64 51,14

KP 06.03.03 - Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan 0,0057 0,002 0,0227

KP 07.02.04 - Persentase penyelesaian kasus pertanahan persen 58,03 50 60
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():3;3)(:39 PN PP KP PROP
056.CS Program Pengelolaan dan Pelayanan 9.075.281.720
Pertanahan
056.CS.4402 Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan 61.259.531
Kelembagaan dan PPAT
056.CS.4402.QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 61.259.531
056.CS.4402.QAB.001 Data Inventarisasi Tanah Ulayat 10000 10000 Hektar 29.459.531 08 02 04 02
07 02 04 01
056.CS.4402.QAB.002 Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan 1 1 Bidang 200.000 07 02 04 01
08 02 04 02
056.CS.4402.QAB.003 Pendaftaran Tanah Ulayat 15 30 Bidang 31.600.000 08 02 04 02
07 02 04 01
056.CS.4403 Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah 5.665.533
056.CS.4403.QMA Data dan Informasi Publik 5.665.533
056.CS.4403.QMA.001 Data Pengadaan Tanah (Pusat) 1 1 Data 5.665.533 07 10 04 04
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():;‘%%2’9 PN PP KP PROP

056.CS.6413.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 77.591.176

056.CS.6413.QAA.U21 PBT Redistribusi Tanah Kategori 1 21000 0 Bidang 4.506.600 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U22 PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 24000 0 Bidang 4.382.100 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U23 PBT Redistribusi Tanah Kategori 3 73770 0 Bidang 11.198.286 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U24 PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 31400 0 Bidang 3.711.480 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U25 PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 22890 0 Bidang 1.957.093 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U26 PBT Redistribusi Tanah Kategori 6 2800 (] Bidang 648.200 06 03 03 01
056.CS.6413.QAA.U27 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1 350 0 Bidang 165.300 06 06 05 02
056.CS.6413.QAA.U28 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2 610 0 Bidang 245.708 06 06 05 02
056.CS.6413.QAA.U29 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3 520 0] Bidang 173.732 06 06 05 02
056.CS.6413.QAA.U30 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4 370 0 Bidang 95.978 06 06 05 02
056.CS.6413.QAA.U31 PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5 1337 0 Bidang 260.848 06 06 05 02
056.CS.6413.QAA.U65 PBT Non Sistematis Kategori 1 957 0 Bidang 403.854 02 22 03 07
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07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U66 PBT Non Sistematis Kategori 2 2677 0 Bidang 955.953 02 22 03 07
07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U67 PBT Non Sistematis Kategori 3 12329 0 Bidang 3.624.245 02 22 03 07
07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U68 PBT Non Sistematis Kategori 4 1291 0 Bidang 291.373 02 22 03 07
07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U69 PBT Non Sistematis Kategori S5 25594 0 Bidang 4.047.027 02 22 03 07
07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U71 gl:l'l‘ Non Sistematis Kategori Luar Jawa 0 17254 Bidang 24.645.615 02 22 03 07
l 07 10 04 04

056.CS.6413.QAA.U72 PBT Non Sistematis Kategori Jawa Bali 0 25594 Bidang 16.277.784 02 22 03 07
07 10 04 04
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056.CS.6413.QAH Pelayanan Publik Lainnya 65.043.069
056.CS.6413.QAH.007 Berita Acara Penyuluhan Luar Jawa Bali 3982 660 dokumen 49.627.838 07 10 04 04
056.CS.6413.QAH.010 Berita Acara Penyuluhan Jawa Bali 2212 0 dokumen 15.415.231 07 10 04 04
056.CS.6416 Pendaftaran Tanah dan Ruang 3.944.568.877
056.CS.6416.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 3.942.242.016
056.CS.6416.QAA.UO1 SHAT PTSL ASN Kategori 1 147965 147965 Bidang 190.874.850 07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U01.5300 SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Provinsi Nusa 110000 110000 Bidang 141.900.000 06 07 06 03
Tenggara Timur
056.CS.6416.QAA.U01.8200 SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Provinsi 13890 13890 Bidang 17.221.500 06 07 06 03
Maluku Utara
056.CS.6416.QAA.U01.9100 SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Provinsi Papua 2540 2540 Bidang 3.276.600 06 07 06 03
Barat
056.CS.6416.QAA.U01.9400  SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Provinsi Papua 5150 5150 Bidang 6.643.500 06 07 06 03
056.CS.6416.QAA.U02 SHAT PTSL ASN Kategori 2 151289 151289 Bidang 170.200.125 07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U02.1900 SHAT PTSL ASN Kategori 2 - Provinsi 15870 15870 Bidang 17.853.750 06 07 06 03

Kepulauan Bangka Belitung

SK No 144216 C



o
&,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 660 -
NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()35;12')?12)9 PN PP KP PROP

056.CS.6416.QAA.U02.5200  SHAT PTSL ASN Kategori 2 - Provinsi Nusa 47990 47990 Bidang 53.988.750 06 07 06 03
Tenggara Barat

056.CS.6416.QAA.U02.7200  SHAT PTSL ASN Kategori 2 - Provinsi 25875 25875 Bidang 29.116.275 06 07 06 03
Sulawesi Tengah

056.CS.6416.QAA.U02.7400  SHAT PTSL ASN Kategori 2 - Provinsi 33450 33450 Bidang 37.631.250 06 07 06 03
Sulawesi Tenggara

056.CS.6416.QAA.UO3 SHAT PTSL ASN Kategori 3 406411 406411 Bidang 394.218.670 07 10 04 04

056.CS.6416.QAA.U03.1100  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi Aceh 62100 62100 Bidang 60.237.000 06 07 06 03

056.CS.6416.QAA.U03.1300  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 22650 22650 Bidang 21.970.500 06 07 06 03
Sumatera Barat

056.CS.6416.QAA.U03.6100  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 80946 80946 Bidang 78.517.620 06 07 06 03
Kalimantan Barat

056.CS.6416.QAA.U03.6200  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 12860 12860 Bidang 12.474.200 06 07 06 03
Kalimantan Tengah

056.CS.6416.QAA.U03.6300  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 36550 36550 Bidang 35.453.500 06 07 06 03
Kalimantan Selatan

056.CS.6416.QAA.U03.6400  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 16540 16540 Bidang 16.043.800 06 07 06 03
Kalimantan Timur

056.CS.6416.QAA.U03.7300  SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 107100 107100 Bidang 103.887.000 06 07 06 03

Sulawesi Selatan
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056.CS.6416.QAA.U03.7500 SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 6585 6585 Bidang 6.387.450 06 07 06 03
Gorontalo
056.CS.6416.QAA.U03.7600 SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Provinsi 7580 7580 Bidang 7.352.600 06 07 06 03
Sulawesi Barat
056.CS.6416.QAA.U04 SHAT PTSL ASN Kategori 4 181865 181865 Bidang 144.582.675 07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U04.1400 SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Provinsi Riau 35250 35250 Bidang 27.880.750 06 07 06 03
056.CS.6416.QAA.U04.1500  SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Provinsi Jambi 31265 31265 Bidang 24.998.675 06 07 06 03
056.CS.6416.QAA.U04.1600  SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Provinsi 53150 53150 Bidang 42.254.250 06 07 06 03
Sumatera Selatan
056.CS.6416.QAA.U04.1700  SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Provinsi 14550 14550 Bidang 11.567.250 06 07 06 03
Bengkulu
056.CS.6416.QAA.U04.1800  SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Provinsi 47650 47650 Bidang 37.881.750 06 07 06 03
Lampung
056.CS.6416.QAA.U05 SHAT PTSL ASN Kategori 5 1938888 6423007 Bidang 3.008.553.915 07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U13 SHAT Non Sistematis Kategori 1 935 935 Bidang 1.366.827 02 22 03 07
07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U14 SHAT Non Sistematis Kategori 2 2285 2285 Bidang 2.989.701 02 22 03 07
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07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U1S SHAT Non Sistematis Kategori 3 4924 4924 Bidang 6.917.400 07 10 04 04
02 22 03 07
056.CS.6416.QAA.U16 SHAT Non Sistematis Kategori 4 1700 1700 Bidang 1.415.925 02 22 03 07
07 10 04 04
056.CS.6416.QAA.U17 SHAT Non Sistematis Kategori 5 33004 11165 Bidang 9.483.652 07 10 04 04
02 22 03 07
056.CS.6416.QAA.U19 SHAT Redistribusi Tanah 175863 175863 Bidang 11.431.121 06 03 03 01
056.CS.6416.QAA.U20 SHAT Konsolidasi Tanah 3187 3187 Bidang 207.155 06 06 05 02
056.CS.6416.QAB Pelayanan Publik kepada lembaga 2.326.861
056.CS.6416.QAB.U02 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 2 29 29 Bidang 90.357 07 10 04 04
056.CS.6416.QAB.UO3 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 3 104 104 Bidang 337.085 07 10 04 04
056.CS.6416.QAB.U04 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 4 13 13 Bidang 5.850 07 10 04 04
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056.CS.6416.QAB.U0O5 SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5 1352 1000 Bidang 1.534.118 07 10 04 04
056.CS.6416.QAB.U07 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) 3 2 Bidang 22.188 07 10 04 04

Kategori 2
056.CS.6416.QAB.U10 SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) 100 100 Bidang 293.405 07 10 04 04

Kategori S5
056.CS.6416.QAB.U15 SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5 31 30 Bidang 43.858 07 10 04 04
056.CS.6417 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah 629.000
056.CS.6417.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan 629.000
056.CS.6417.RBO.001 SK Penegasan Tanah Timbul 0 5000 hektar 629.000 06 03 03 01
056.CS.6418 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, 558.499.793

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
056.CS.6418.PEA Koordinasi 156.960.611
056.CS.6418.PEA.001 Data GTRA Provinsi 33 34 kegiatan 109.981.886 06 03 03 01
056.CS.6418.PEA.002 Data GTRA Kabupaten/Kota 38 317 kegiatan 46.978.725 06 03 03 01
056.CS.6418.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 401.539.182
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056.CS.6418.QAA.UOS SK Redistribusi Tanah Kategori V 22890 0 Bidang 3.753.960 06 03 03 01
056.CS.6418.QAA.U06 SK Redistribusi Tanah Kategori VI 2800 0 Bidang 1.184.400 06 03 03 01
056.CS.6418.QAA.UO7 SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali V] 45600 Bidang 31.008.000 06 03 03 01
056.CS.6418.QAA.U08 lSala{l’Rec:i.istril:busi Tanah Kategori Luar Jawa- 0 304395 Bidang 329.964.180 06 03 03 01
i
056.CS.6419 Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces 1.023.940.235
Reform)
056.CS.6419.QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga 1.023.940.235
056.CS.6419.QDE.001 Akses Reforma Agraria Kategori 1 5400 0 KK 2.268.002 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.002 Akses Reforma Agraria Kategori II 7200 0 KK 3.146.400 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.003 Akses Reforma Agraria Kategori 111 12000 0 KK 5.364.000 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.004 Akses Reforma Agraria Kategori IV 6000 0 KK 2.646.000 02 22 03 07
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06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.005 Akses Reforma Agraria Kategori V 11800 0 KK 5.262.800 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.007 Akses Reforma Agraria Kategori VI 800 0 KK 396.800 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.008 Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses 128200 273900 KK 497.034.133 02 22 03 07
Reforma Agraria
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.009 Fasilitasi Pendampingan Usaha Akses 2600 800 KK 3.283.800 06 03 03 02
Reforma Agraria Kategori Kepulauan
056.CS.6419.QDE.O10 Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali 0 20400 KK 38.051.800 02 22 03 07
06 03 03 02
056.CS.6419.QDE.O11 Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa- 0 252900 KK 466.486.500 02 22 03 07
Bali
06 03 03 02
056.CS.6420 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah 85.587.031
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056.CS.6420.QMA Data dan Informasi Publik 85.587.031
056.CS.6420.QMA.001 Data Pengadaan Tanah 511 511 Data 85.587.031 06 01 02 01
07 10 04 04

056.CS.6422 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan 8.517.616
Pengembangan Pertanahan

056.CS.6422.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 8.517.616

056.CS.6422.QAA.UO1 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah 350 350 Bidang 1.196.311 06 06 05 02
Kategori 1

056.CS.6422.QAA.U02 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah 610 610 Bidang 1.791.274 06 06 05 02
Kategori I1

056.CS.6422.QAA.U03 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah 520 520 Bidang 1.430.433 06 06 0S 02
Kategori Il1

056.CS.6422.QAA.UO4 Surat Keputusan Konsolidasi Tanah 370 370 Bidang 930.693 06 06 05 02
Kategori IV

056.CS.6422.QAA.UOS Surat Keputusan Konsolidasi Tanah 1337 1337 Bidang 3.168.905 06 06 (1159 02
Kategori V

056.CS.6425 Pencegahan dan Penanganan Konflik 44.481.355

Pertanahan
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056.CS.6425.QCE Penanganan Perkara 44.481.355
056.CS.6425.QCE.007 Penyelesaian Konflik Pertanahan - Daerah 26 27 Perkara 7.858.709 07 02 04 01
056.CS.6425.QCE.008 Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan - 65 65 Perkara 36.622.646 07 02 04 o1
Daerah
056.CS.6426 Penanganan Sengketa Pertanahan 143.939.187
056.CS.6426.QCE Penanganan Perkara 143.939.187
056.CS.6426.QCE.003 Penyelesaian Sengketa Pertanahan - 1044 1712 Perkara 143.939.187 07 02 04 01
Daerah
056.CS.6427 Penanganan Perkara Pertanahan 346.045.967
056.CS.6427.QCE Penanganan Perkara 346.045.967
056.CS.6427.QCE.002 Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan - 894 0 Perkara 346.045.967 07 02 04 01
Daerah
056.1C Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 734.098.525
056.1C.5538 Perencanaan Tata Ruang Nasional 139.768.245
056.1C.5538.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 139.768.245
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056.1C.5538.PBT.014 Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional 6 6  Materi Teknis 69.000.000 02 17 04 03
(Pulau/Kep dan KSN)
02 22 01 01
06 04 01 04
056.1C.5538.PBT.014.0000 Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional 6 6  Materi Teknis 64.600.000 06 04 02 01
(Pulau/Kep dan KSN) - Pusat
056.1C.5538.PBT.014.1200 Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional 0 0  Materi Teknis 2.000.000 06 04 01 01
(Pulau/Kep dan KSN) - Provinsi Sumatera
Utara
056.1C.5538.PBT.015 Materi Teknis dan RPerpres RDTR KPN 0 6  Materi Teknis 48.000.000 02 17 04 03
056.1C.5538.PBT.017 Dokumen Harmonisasi RPerpres RTR 3 3 Dokumen 10.750.000 02 17 04 03
Nasional
056.1C.5538.PBT.018 Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN 4 4 Dokumen 12.018.245 02 17 04 03
06 07 05 03
056.1C.5539 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 40.567.950
056.1C.5539.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 40.567.950
056.1C.5539.PBT.001 38 38 40.567.950 02 17 04 03
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Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Rekomendasi 05 02 13 01
Pemanfaatan Ruang Kebijakan
056.1C.5567 Penertiban Pemanfaatan Ruang 178.900.000
056.1C.5567.QCE Penanganan Perkara 164.900.000
056.1C.5567.QCE.001 Pengenaan Sanksi Administratif 28 40 Perkara 56.500.000 02 17 07 07
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
056.1C.5567.QCE.002 Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan 16 30 Perkara 33.200.000 02 17 07 07
Pemeriksaan (WASMATLITRIK)
056.1C.5567.QCE.003 Audit Tata Ruang 13 30 Perkara 33.700.000 02 17 07 07
056.1C.5567.QCE.004 Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan 2 S Perkara 41.500.000 02 17 07 07
Ruang
056.1C.5567.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 14.000.000
056.1C.5567.UAC.001 Pembentukan PPNS Penataan Ruang 32 50 Orang 14.000.000 02 17 07 07
056.1C.5568 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 227.000.000
056.1C.5568.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 227.000.000
056.1C.5568.QIA.001 2000 6000 Produk 92.300.000 02 17 07 06

SK No 144228 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-671 -
NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?35;3)?39 PN PP KP PROP

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 05 02 03 01
Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PMP UMK

056.1C.5568.QIA.002 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang 5 15 Produk 100.000.000 02 17 07 06

056.1C.5568.QIA.003 Rekomendasi Peningkatan Kinerja Fungsi 10 30 Produk 21.100.000 02 17 07 06
Kawasan

056.1C.5568.QIA.004 Rekomendasi Pemberian Insentif dan 1 5 Produk 13.600.000 02 17 07 06
Disinsentif

056.1C.6668 Pembinaan Perencanaan Tata Ruang 147.862.330
Daerah

056.1C.6668.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan 147.862.330

056.1C.6668.PBT.077 Materi Teknis dan Ranperkada RDTR 60 60  Materi Teknis 43.500.000 02 17 04 03
Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis

056.1C.6668.PBT.079 Dokumen Persetujuan Substansi RDTR 83 83 Rekomendasi 58.087.330 02 17 04 03
Kab/Kota Kebijakan

056.1C.6668.PBT.080 Materi Teknis dan Ranperda (PK/Revisi) 32 32  Materi Teknis 23.200.000 02 17 04 03
RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan
Teknis 05 02 07 01

056.1C.6668.PBT.081 Dokumen Persetujuan Substansi RTRW 32 32 Rekomendasi 23.075.000 02 17 04 03
Prov/Kab/Kota Kebijakan
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056.WA Program Dukungan Manajemen 175.753.964
056.WA.5527 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen 175.753.964
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di
Daerah
056.WA.5527.TBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 175.753.964
056.WA.5527.TBA.963 Layanan Data dan Informasi 24 25 Layanan 175.753.964 07 10 04 04
TOTAL 9.985.134.209

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

¢) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 04.10.01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 69,42 (2023) 70,50 72,50

KP 04.10.02 - Tingkat kegemaran membaca 66,67 (2023) 71,50 75,50
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ Rb(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?::;1%3‘2)9 PN PP KP PROP

057.DM Program Perpustakaan dan Literasi 2.519.208.933

057.DM.3004 Jasa Informasi Perpustakaan dan 78.041.069
Pengelolaan Naskah Nusantara

057.DM.3004.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 33.578.690

057.DM.3004.QDB.001 Pengarusutamaan Naskah Kuno Sebagai 2 50 Lembaga 33.578.690 08 02 02 03
Ingatan Kolektif Nasional (IKON)

057.DM.3004.RAA Sarana Bidang Pendidikan 44.462.379

057.DM.3004.RAA.001 Verifikasi, Validasi, Pemetaan, dan 2000 2000 Paket 6.990.512 08 02 02 03
Penghargaan Naskah Kuno Nusantara

057.DM.3004.RAA.002 Alih Bahasa dan Alih Wahana Naskah Kuno 180 420 Paket 25.201.813 08 02 02 03
Nusantara

057.DM.3004.RAA.003 Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara 80 240 Paket 12.270.054 08 02 02 03

057.DM.3005 Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan 74.132.370

057.DM.3005.SCl Pelatihan Bidang Pendidikan 74.132.370

057.DM.3005.SCL.001 Peserta Pelatihan Kepustakawanan 15000 21163 Orang 70.453.488 04 10 02 02

057.DM.3005.SC1.002 Peserta Pelatihan Kepustakawanan Metode 60 180 Orang 3.678.882 04 10 02 02

Pembelajaran Bauran
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057.DM.4380 Deposit dan Pengembangan Koleksi 445.255.132

Perpustakaan
057.DM.4380.RAA Sarana Bidang Pendidikan 445.255.132
057.DM.4380.RAA.001 Koleksi KCKR yang Terhimpun 315000 382884 Paket 13.116.043 04 10 01 01
057.DM.4380.RAA.002 Bahan Perpustakaan yang Diadakan 358102 435275 Paket 216.919.662 04 10 01 01
057.DM.4380.RAA.003 Jurnal Elektronik yang Dilanggan 643735 782464 Paket 215.219.427 04 10 01 01
057.DM.4382 Pengelolaan Data dan Informasi 13.730.828
057.DM.4382.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 13.730.828
057.DM.4382.QDB.001 Perpustakaan Tergabung Jejaring 654 747 Lembaga 13.730.828 04 10 01 01
057.DM.4383 Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan 11.165.330
057.DM.4383.PDE Akreditasi Lembaga 11.165.330
057.DM.4383.PDE.001 Akreditasi Perpustakaan Umum 500 500 Lembaga 11.165.330 04 10 01 01

Provinsi/Kabupaten/Kota, Khusus, dan

Perguruan Tinggi
057.DM.4384 Pengembangan Perpustakaan Umum dan 1.423.185.818

Khusus
057.DM.4384.QEl Bantuan Lembaga 1.423.185.818
057.DM.4384.QEL.001 Bantuan Perpustakaan Umum 10148 16515 Lembaga 863.292.972 04 10 01 01
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057.DM.4384.QEL.002 Bantuan Perpustakaan Khusus 110 139 Lembaga 18.300.552 04 10 01 01
057.DM.4384.QEL004 Perpustakaan yang mendapatkan Program 1450 1603 Lembaga 541.592.294 04 10 01 02
Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi
Sosial
057.DM.4385 Pengembangan Perpustakaan Sekolah, 175.317.620
Madrasah, dan Perguruan Tinggi
057.DM.4385.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 175.317.620
057.DM.4385.QDB.001 Pengembangan dan Pembinaan 10000 15800 Lembaga 116.800.879 08 02 01 05
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
04 10 02 01
057.DM.4385.QDB.002 Pengembangan dan Pembinaan 900 1700 Lembaga 58.516.741 04 10 02 o1
Perpustakaan Perguruan Tinggi
08 02 01 05
057.DM.4386 Analisis Perpustakaan, Pengembangan 122.191.491
Budaya Baca dan Literasi
057.DM.4386.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 122.191.491
057.DM.4386.PEF.001 Gerakan Indonesia Membaca 60000 130500 orang 122.191.491 04 10 02 01
08 02 01 05
057.DM.5272 Pengelolaan Perpustakaan Proklamator 10.051.262

Bung Hatta
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057.DM.5272.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 10.051.262
057.DM.5272.QAA.001 Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi 850 1250 Orang 10.051.262 04 10 01 02

Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta

TOTAL

2.519.208.933

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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KP 01.02.01 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers persen 70,12 70,50 72,50
KP 01.02.01 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan persen 69,08 69,50 71,50
KP 01.02.01 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers orang 2.015 690 2.384
KP 01.02.02 - Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN dokumen 11 1 3
KP 01.02.02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta orang 141.300 40.100 200.300
digital
KP 01.02.02 - Persentase akses & diseminasi informasi publik kepada masyarakat persen 77,48 77,73 78,73
KP 01.02.02 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik persen 75,68 77,73 78,73
KP 01.02.02 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik persen 76,25 76,50 77,50
KP 01.02.02 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik persen 79,92 80,17 81,17
KP 01.02.02 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan persen 76,33 76,58 77,58
Informasi Publik
KP 02.14.001 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif) persen 3 3,21 5,21
KP 02.14.001 - Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi persen 79 (2023) 83 90
Informasi Dan Komputer (TIK)
KP 02.14.002 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis 39,12 (2022) 40,38 41,70
KP 02.14.002 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital) persen - (indikator baru) 7 15
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KP 02.14.002 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB persen 4,3 4,3 4,4
KP 03.02.01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan persen 70,53 (2023) 78 90
KP 03.02.01 - Integrated Index for Postal Development (21PD) 50 (2022) 60 78
KP 03.02.01 - Jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) per populasi persen 97,16 (2023) 97,30 98
KP 03.02.01 - Pelanggan terlayani jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) terhadap total rumah persen 20,82 (2023) 30 50
tangga
KP 03.02.01 - Pengguna internet persen 79,50 81,10 87,50
KP 03.02.01 - Kecepatan internet jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) Mbps 32,10 37 100
KP 03.02.01 - Kecepatan internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) Mbps 38,91 (2023) 50 100
KP 03.02.01 - Rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita persen 8,41 (2021) 4,50 2,50
KP 03.02.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat 51,75 (2022) 52,08 52,24
KP 03.02.02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah 51,13 (2022) 54,05 57,65
KP 03.02.02 - Kapasitas pusat data per kapita W /kapita 0,74 1,47 6,87
KP 03.02.02 - Indeks Ruang Digital Kondusif - (indikator baru) 3 3,8
KP 04.19.03 - Indeks Literasi Digital Laki-Laki: 3,56; Laki-Laki: 3,62; Laki-Laki: 3,74;

Perempuan: 3,52 Perempuan: 3,60 Perempuan: 3,76

(2023)
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KP 05.03.03 - Pertumbuhan sektor pos logistik persen 9,16 9,5 11,5
KP 05.05.05 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi miliar USD 2,37 (2022) 2,82 4,01
KP 07.10.02 - Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP persen - (indikator baru) 90 100
KP 07.10.02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP persen - (indikator baru) 5 15
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059.GH Program Komunikasi Publik 752.549.003

059.GH.4494 Pengelolaan Konten dan Diseminasi 122,968.576
Informasi Publik

059.GH.4494.QMB Komunikasi Publik 119.968.576

059.GH.4494.QMB.001 Diseminasi Informasi Bidang Polhukam 55 0 kegiatan 27.802.000 07 02 03 01

01 01 01 01
059.GH.4494.QMB.002 Diseminasi Informasi Bidang PMK 188 0 kegiatan 12.000.000 01 01 02 02
04 19 04 01

059.GH.4494.QMB.003 Diseminasi Informasi mengenai Stunting 146 kegiatan 8.393.075 01 02 02 01

059.GH.4494.QMB.004 Diseminasi informasi Bidang Perekonomian 40 kegiatan 15.000.000 01 01 02 02
dan Maritim

059.GH.4494.QMB.005 Diseminasi Informasi melalui Media 260 0 kegiatan 38.767.535 01 01 02 02
Pemerintah

059.GH.4494.QMB.006 Diseminasi Informasi Percepatan 26 0 kegiatan 9.889.500 01 02 02 01
Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

059.GH.4494.QMB.008 Diseminasi Informasi Kebijakan dan 1000 0 Orang 1.816.466 01 01 02 02
Program Prioritas melalui Mitra Strategis

059.GH.4494.QMB.009 14 0 kegiatan 6.300.000 01 02 02 01
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Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota 06 05 01 06
Negara

059.GH.4494.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 3.000.000

059.GH.4494.UAC.001 Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi 2000 0 Orang 3.000.000 01 02 02 03
Publik

059.GH.4511 Implementasi Undang-Undang 71.662.074
Keterbukaan Informasi Publik

059.GH.4511.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 30.738.196

059.GH.4511.PBM.001 Rekomendasi hasil Survei Indeks 1 1 Rekomendasi 29.238.196 01 02 02 02
Keterbukaan Informasi Publik Kebijakan

059.GH.4511.PBM.002 Rekomendasi atas Rancangan Revisi UU 0 0 Rekomendasi 1.500.000 01 02 02 02
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik

059.GH.4511.QCB Perkara Hukum Lembaga 14.884.924

059.GH.4511.QCB.001 Sengketa Informasi Publik yang 100 120 Perkara 14.884.924 01 02 02 02
diselesaikan

059.GH.4511.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 26.038.954

059.GH.4511.QIC.001 Badan Publik Pemerintah yang Informatif 135 155 Lembaga 23.038.954 01 02 02 02

059.GH.4511.QIC.002 Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan 0 3 Lembaga 3.000.000 01 02 02 02

Keterbukaan Informasi Publik pada
Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan
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059.GH.4523 Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis 119.849.865
059.GH.4523.PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 49.555.650
059.GH.4523.PBD.001 Rekomendasi Hasil Survey Indeks 39 39 Rekomendasi 29.248.992 01 02 01 01
Kemerdekaan Pers Kebijakan
059.GH.4523.PBD.002 Rekomendasi Terkait Tanggung Jawab 1 1 Rekomendasi 20.306.658 01 02 01 01
Perusahaan Platform Digital untuk Kebijakan
Mendukung Jurnalisme Berkualitas
059.GH.4523.PDD Standardisasi Lembaga 4.243.706
059.GH.4523.PDD.001 Perusahaan Pers yang diverifikasi 67 79 Lembaga 3.475.957 01 02 01 01
059.GH.4523.PDD.002 Perusahaan Pers yang Mengikuti 50 65 Lembaga 767.749 01 02 01 01
Pendampingan Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Perusahaan Pers
059.GH.4523.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 45.296.066
059.GH.4523.PDI.001 Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi 690 1014 Orang 45.296.066 01 02 01 02
Wartawan
059.GH.4523.QAH Pelayanan Publik Lainnya 16.922.153
059.GH.4523.QAH.001 Layanan Ahli Pers 1 1 layanan 12.028.978 01 02 01 02
059.GH.4523.QAH.002 Layanan Pengaduan Masyarakat atas 1 1 layanan 4.893.175 01 02 01 02

Kasus Pers
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059.GH.4523.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 3.832.290
Informatika
059.GH.4523.SCA.001 Wartawan Peserta Pelatihan Jurnalistik 0 1370 Orang 3.832.290 01 02 01 02
059.GH.4524 Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran 134.710.771
059.GH.4524.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 38.975.787
059.GH.4524.PBM.002 Rekomendasi Pengembangan Kebijakan 1 1 Rekomendasi 15.117.514 01 02 01 03
dan Sistem Penyiaran Kebijakan
059.GH.4524.PBM.051 Rekomendasi Hasil Pemeringkatan Indeks 1 1 Rekomendasi 23.858.273 01 02 01 03
Penyiaran Indonesia Kebijakan
059.GH.4524.QAH Pelayanan Publik Lainnya 5.576.545
059.GH.4524.QAH.701 Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap 1 1 layanan 5.576.545 01 02 01 03
Konten Siaran TV dan Radio
059.GH.4524.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 86.158.439
059.GH.4524.QIC.501 Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang 61 61 Lembaga 86.158.439 01 02 01 03
diawasi
059.GH.4524.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 4.000.000
Informatika
059.GH.4524.SCA.001 Pelatihan SDM Bidang Penyiaran 0 500 Orang 4.000.000 01 02 01 03
059.GH.4525 Tata kelola komunikasi publik 500.000
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059.GH.4525.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 500.000
059.GH.4525.PBL.001 Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik 1 0 Rekomendasi 500.000 01 02 02 01
Kebijakan

059.GH.7431 Penguatan Komunikasi dan Informasi 181.457.717
Publik Nasional

059.GH.7431.PAA Undang-Undang 3.500.000

059.GH.7431.PAA.001 Rancangan Revisi UU Nomor 14 Tahun 1 0 RUU 3.500.000 01 02 02 02
2008 tentang KIP

059.GH.7431.PAD Peraturan Presiden 2.000.000

059.GH.7431.PAD.001 Rancangan Perpres Sistem Komunikasi 1 0 R.Perpres 2.000.000 01 02 02 01
Publik Nasional

059.GH.7431.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 16.578.000

059.GH.7431.PBL.001 Rekomendasi Hasil Survey Komunikasi 1 1 Rekomendasi 16.578.000 01 02 02 01
Pembangunan dan Informasi Publik Kebijakan

059.GH.7431.PEF Sosialisasi dan Diseminasi 9.051.000

059.GH.7431.PEF.001 Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan 0 1000 orang 9.051.000 01 02 02 03
Standardisasi Pengelolaan Akses dan Aset
Konten Informasi Publik

059.GH.7431.PFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 630.000

059.GH.7431.PFA.001 NSPK Bidang Konkuren Komunikasi Publik (1) 0 NSPK 210.000 01 02 02 01
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059.GH.7431.PFA.002 NSPK Pengelolaan Akses dan Aset Konten 0 0 NSPK 210.000 o1 02 02 01
Informasi Publik

059.GH.7431.PFA.003 NSPK Standardisasi Konten Program 0 0 NSPK 210.000 01 02 02 01
Prioritas Pemerintah

059.GH.7431.QMA Data dan Informasi Publik 11.314.079

059.GH.7431.QMA.001 Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah 0 10 dokumen 11.314.079 01 02 02 01
Tahunan

059.GH.7431.QMB Komunikasi Publik 138.384.638

059.GH.7431.QMB.001 Manajemen Pengelolaan Komunikasi 0 38 kegiatan 13.578.000 01 02 02 01
Strategis Pemerintah

059.GH.7431.QMB.002 Konten Informasi Publik Program Prioritas 0 500 kegiatan 13.578.000 01 01 02 02
Pemerintah

059.GH.7431.QMB.004 Pengelolaan Konten Kontra Narasi 0 25 kegiatan 4.527.000 01 01 02 02

059.GH.7431.QMB.005 Monitoring Isu dalam Pengelolaan 1 20 kegiatan 29.701.638 01 02 02 01
Komunikasi Publik

059.GH.7431.QMB.006 Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional 0 50 kegiatan 12.000.000 01 02 02 01

059.GH.7431.QMB.009 Pengelolaan Komunikasi Publik Makan 13818750 13818750 Orang 65.000.000 01 02 02 01
Bergizi Gratis

059.GH.7432 Pengembangan Ekosistem Media, 121.400.000

Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi
Publik
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059.GH.7432.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 800.000
059.GH.7432.PBM.001 Rekomendasi kebijakan terkait 0 1 Rekomendasi 800.000 01 02 01 03
pengembangan ekosistem media Kebijakan
059.GH.7432.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 64.000.000
059.GH.7432.QDB.001 Pengembangan Kelembagaan Kehumasan 0 135 Lembaga 24.000.000 01 02 02 01
Pemerintah (K/L/D dan BUMN)
059.GH.7432.QDB.002 Pengembangan Kemitraan Komunikasi 0 1000 Lembaga 40.000.000 01 02 02 01
Strategis
059.GH.7432.QMB Komunikasi Publik 56.600.000
059.GH.7432.QMB.002 Pengelolaan Relasi Media 0 150 kegiatan 21.400.000 01 02 02 03
059.GH.7432.QMB.003 Pengelolaan Kerja Sama Media Massa 75 kegiatan 32.000.000 01 02 02 03
059.GH.7432.QMB.004 Supervisi Implementasi Konkuren Bidang 50 kegiatan 3.200.000 01 02 02 01
Komunikasi Publik
059.GK Program Pengembangan dan Penguatan 22.683.125.218
Ekosistem dan Ruang Digital
059.GK.7440 Pengembangan Layanan Aplikasi dan 18.741.011.884
infrastruktur digital Pemerintahan Terpadu
059.GK.7440.RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan 16.043.999.998
Komunikasi
059.GK.7440.RBT.001 Pusat Data Nasional Batam 0 1 Titik/Lokasi 2.360.000.000 03 02 02 001
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059.GK.7440.RBT.002 Pembangunan Pusat Data Nasional Ibu 0 1 Titik/Lokasi 13.683.999.998 03 02 02 001
Kota Nusantara
059.GK.7440.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 110.648.688
Komunikasi
059.GK.7440.RCL.001 OM Pelayanan Publik Digital S 0 Unit 870.688 03 02 02 005
07 10 02 02
059.GK.7440.RCL.002 OM Sistem Penghubung Layanan 1 1 Unit 21.368.000 07 10 02 02
Pemerintah (SPLP) 03 o2 02 005
059.GK.7440.RCL.003 OMD Layanan Aplikasi Pemerintah Digital 1 1 Unit 88.410.000 03 02 02 005
07 10 02 02
059.GK.7440.RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi 2.488.319.490
dan Komunikasi
059.GK.7440.RDS.001 OM Pusat Data Nasional Cikarang 1 Titik/Lokasi 1.676.431.490 03 02 02 001
059.GK.7440.RDS.002 OM Pusat Data Nasional Batam 0 1 Titik/Lokasi 11.888.000 03 02 02 001
059.GK.7440.RDS.003 OM Government Cloud/PDNS 1 1 Unit 800.000.000 03 02 02 001
07 10 02 01
059.GK.7440.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 98.043.708
059.GK.7440.UAB.001 Portal Pelayanan Publik 1 1 40.886.669 07 10 04 01
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Sistem 03 02 02 005
Informasi
059.GK.7440.UAB.002 Portal Layanan Administrasi 0 1 Sistem 20.000.000 07 10 04 03
Informasi
059.GK.7440.UAB.003 Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis 1 1 Sistem 6.124.030 03 02 02 005
Teknologi Informasi Informasi
07 03 02 01
059.GK.7440.UAB.004 Jaringan Intra Pemerintah 1 1 Sistem 20.754.586 03 02 02 001
Informasi
059.GK.7440.UAB.00S Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1 1 Sistem 10.278.423 03 02 02 005
Informasi
059.GK.7441 Tata kelola teknologi pemerintah digital 5.000.000
059.GK.7441.PAG Peraturan Menteri 4.000.000
059.GK.7441.PAG.001 PM Penyelenggaraan Pusat Data Nasional PerMen 2.000.000 07 10 02 01
059.GK.7441.PAG.002 PM Standar Teknis Prosedur Pembangunan PerMen 1.000.000 07 10 02 01
dan Pengembangan Aplikasi SPBE
059.GK.7441.PAG.003 PM Manajemen Aset TIK dan Manajemen 0 0 PerMen 1.000.000 07 10 02 01
Layanan SPBE
059.GK.7441.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 1.000.000
059.GK.7441.PB0O.001 0 0 1.000.000 07 10 02 01
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Masterplan Pemanfaatan Teknologi Baru di Rekomendasi 03 02 02 006
Pemerintahan Kebijakan
059.GK.7442 Percepatan transformasi digital daerah 208.000.000
059.GK.7442.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 208.000.000
Daerah
059.GK.7442.UBA.001 Pendampingan Penyusunan Masterplan 0 8 Daerah 8.000.000 02 14 002 01
Provinsi Cerdas (Prov/Kab/Kota)
059.GK.7442.UBA.001.0000 Pendampingan Penyusunan Masterplan 0 8 Daerah 8.000.000 06 04 01 09
Provinsi Cerdas - Pusat (Prov/Kab/Kota)
06 04 01 08
06 04 o1 07
06 04 01 05
059.GK.7442.UBA.003 Use Case Teknologi Digital pada Kota 0 100 Daerah 200.000.000 02 14 002 01
Cerdas (Prov/Kab/Kota)
059.GK.7443 Pengembangan Ekosistem untuk Startup 278.949.031
Digital dan Gim Nasionat
059.GK.7443.QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up 198.449.031
059.GK.7443.QDJ.001 Startup Digital Terakselerasi 0 150 Start Up 127.750.000 02 14 002 001
05 05 05 005
06 03 o1 02
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059.GK.7443.QDJ.002 Fasilitasi Digital Technopreneur 7 Start Up 67.699.031 02 14 002 001
059.GK.7443.QDJ.003 Fasilitasi Akselerasi Startup Game 20 Start Up 3.000.000 02 14 002 001
03 06 04 05
05 05 05 005
059.GK.7443.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 80.500.000
Daerah
059.GK.7443.UBA.001 Ekosistem Startup Digital Kota 0 10 Daerah 80.500.000 02 14 002 001
(Prov/Kab/Kota)
03 06 04 02
059.GK.7443.UBA.002 Akselerator dan Inkubator Gim 0 25 Daerah 0 03 06 04 02
(Prov/Kab/Kota)
059.GK.7444 Pengembangan Inovasi Digital dan 107.500.000
Teknologi Baru
059.GK.7444.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 87.500.000
059.GK.7444.QDC.001 Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor 250 250 Orang 42.500.000 02 10 16 02
Pertanian
02 14 002 005
059.GK.7444.QDC.002 Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor 60 250 Orang 42.500.000 02 14 002 005
Perikanan
059.GK.7444.QDC.003 200 0 Orang 2.500.000 02 14 002 007
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Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor 0s 03 02 02
Logistik

059.GK.7444.QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up 20.000.000

059.GK.7444.QDJ.001 Fasilitasi Green Tech 0 10 Start Up 20.000.000 02 14 002 01

059.GK.7445 Pengembangan Industri Pos Logistik dan 26.000.000
Penyiaran

059.GK.7445.PAA Undang-Undang 2.000.000

059.GK.7445.PAA.001 Rancangan UU Pos 0 0 RUU 2.000.000 03 02 01 004

059.GK.7445.PAG Peraturan Menteri 2.000.000

059.GK.7445.PAG.001 Rancangan Peraturan Menteri Dalam 0 V] PerMen 1.000.000 03 02 01 004
Penyelenggaraan Penyiaran Menggunakan
Free To Air (FTA) Satelit

059.GK.7445.PAG.002 Rancangan Peraturan Menteri Terkait 0 0 PerMen 1.000.000 03 02 01 004
Rencana Dasar Teknik Penyiaran

059.GK.7445.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 4.000.000

059.GK.7445.PBO.001 Peta Jalan Penyiaran Nasional 0 0 Rekomendasi 1.000.000 03 02 01 004

Kebijakan

059.GK.7445.PB0.002 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 0 0 Rekomendasi 1.000.000 03 02 01 004

Penyiaran Menggunakan Integrated Kebijakan

Broadcast Broadband (IBB)
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059.GK.7445.PBO.003 Rekomendasi Kebijakan Terkait Tata Kelola 0 0 Rekomendasi 1.000.000 03 02 01 004

Industri Penyiaran Kebijakan
059.GK.7445.PBO.004 Rekomendasi Kebijakan terkait 0 0 Rekomendasi 1.000.000 03 02 01 004

Penyelenggaraan Penyiaran Radio Secara Kebijakan

Simulcast
059.GK.7445.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 18.000.000
059.GK.7445.QDH.001 Fasilitasi Digitalisasi Pos 0 20 Badan usaha 18.000.000 03 02 01 002
059.GK.7446 Layanan Publik Bidang Pos Logistik, 136.439.866

Penyiaran, Telekomunikasi, dan

* Informatika
059.GK.7446.QAH Pelayanan Publik Lainnya 131.440.266
059.GK.7446.QAH.001 Layanan Publik Bidang Telekomunikasi 1 layanan 56.827.673 03 02 01 001
059.GK.7446.QAH.002 Layanan Publik Bidang Penyiaran 1 layanan 51.001.400 03 02 01 003
059.GK.7446.QAH.003 Layanan Publik Bidang Pos 1 layanan 23.611.193 03 02 01 002
05 03 03 02

059.GK.7446.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 2.000.000

Komunikasi
059.GK.7446.RCL.002 Sistem Perizinan Telekomunikasi (OM) 2 0 Unit 2.000.000 03 02 01 001
059.GK.7446.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 2.999.600
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059.GK.7446.UAB.001 Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan 2 2 Sistem 2.999.600 03 02 01 002
Online Bidang Pos Informasi
059.GK.7447 Pengelolaan data dan pengendalian bidang 333.027.250
ekosistem digital
059.GK.7447 .RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 84.741.160
Komunikasi
059.GK.7447.RAN.001 Perangkat Pengukuran QoS 8 100 Unit 84.741.160 03 02 01 001
Telekomunikasi dan Penyiaran
059.GK.7447.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 246.143.265
Komunikasi
059.GK.7447.RCL.001 OM Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos 1 1 Unit 246.143.265 03 02 01 001
dan Penyiaran
059.GK.7447 . UAB Sistem Informasi Pemerintahan 2.142.825
059.GK.7447.UAB.001 Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos dan 0 0  Modul Aplikasi 2.142.825 03 02 01 001
Penyiaran
059.GK.7448 Pengembangan keterampilan digital dasar 505.715.300
dan literasi digital bagi masyarakat
059.GK.7448.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 14.688.100
059.GK.7448.QDC.004 Fasilitasi Literasi Digital 300 0 Orang 14.688.100 01 01 02 02
02 14 001 001
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059.GK.7448.QDC.004.1200 Fasilitasi Literasi Digital - Provinsi 0 0 Orang 0 06 04 01 01
Sumatera Utara
059.GK.7448.QDC.004.1600  Fasilitasi Literasi Digital - Provinsi 0 0 Orang 0 06 04 01 02
Sumatera Selatan
059.GK.7448.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 491.027.200
Informatika
059.GK.7448.SCA.001 Pelatihan keterampilan digital dasar 100000 Orang 426.400.000 01 02 02 03
059.GK.7448.SCA.002 Pelatihan Literasi Digital 200 Orang 64.627.200 01 o1 02 02
02 14 001 001
059.GK.7449 Pengembangan Talenta Digital Masyarakat 627.640.545
059.GK.7449.QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi 394.483.145
059.GK.7449.QEJ.001 ngsiswa S$2/S3 Bidang Komunikasi dan 703 703 Orang 394.483.145 01 02 02 03
Digital 02 14 001 001
07 07 03 03
059.GK.7449.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 233.157.400
Informatika
059.GK.7449.SCA.001 Pemberdayaan Talenta Digital 0 1500 Orang 28.300.360 01 02 02 03
02 14 001 001
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059.GK.7449.SCA.002 Pelatihan Talenta Digital 0 44000 Orang 204.857.040 01 02 02 03
02 14 001 001
059.GK.7450 Pengembangan Kompetensi SDM Apartur 141.679.216
dan Kepemimpinan Digital
059.GK.7450.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 141.679.216
Informatika
059.GK.7450.SCA.003 Pelatihan Aparatur Digital 0 20000 Orang 40.000.000 01 02 02 03
02 14 001 001
07 10 03 02
059.GK.7450.SCA.011 Digital Talent Scholarship 33500 0 Orang 70.056.894 07 10 03 02
01 02 02 03
02 14 001 001
059.GK.7450.SCA.021 Pelatihan Kepemimpinan Nasional 100 160 Orang 31.622.322 01 02 02 03
02 14 001 001
07 10 03 01
059.GK.7452 Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi 162.462.356
Masyarakat
059.GK.7452.QAH Pelayanan Publik Lainnya 162.462.356
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059.GK.7452.QAH.001 Operasionalisasi Kelembagaan PDP 1 0 Lembaga 162.462.356 02 14 001 002
03 02 02 003
059.GK.7453 Pengendalian di ruang digital 959.956.882
059.GK.7453.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 84.173.999
059.GK.7453.QIC.001 Peningkatan Kapasitas Sistem 1 1 Lembaga 84.173.999 01 01 02 02
Pengendalian Tata Kelola PSE dan
Transaksi PSE 03 02 02 002
059.GK.7453.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 875.782.883
Komunikasi
059.GK.7453.RCL.001 OM Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE 0 1 Unit 723.913.001 03 02 02 002
dan Transaksi PSE
059.GK.7453.RCL.002 Sistem Penanganan dan Penanggulangan 1 1 Unit 151.869.882 01 01 02 01
Konten Ilegal
02 14 001 002
03 02 02 002
03 02 02 005
059.GK.7455 Penyelenggaraan pengawasan aktivitas dan 68.262.544
transaksi elektronik
059.GK.7455.RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 68.262.544

Komunikasi
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059.GK.7455.RCL.001 OM PSrE Induk 0 1 Unit 60.000.000 07 10 02 02
03 02 02 002

059.GK.7455.RCL.003 Pengendalian PSE (Pengawasan 1 ] Unit 8.262.544 03 02 02 002

Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE

(Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk) 07 10 02 02
059.GK.7456 Tata kelola pengawasan ruang digital 16.700.000
059.GK.7456.PAC Peraturan Pemerintah 3.000.000
059.GK.7456.PAC.001 RPP Ekosistem Digital 1 0 RPP 3.000.000 01 01 02 02
059.GK.7456.PAG Peraturan Menteri 1.500.000
059.GK.7456.PAG.001 PM terkait Roadmap Emerging Technologies 0 0 PerMen 1.500.000 03 02 02 006
059.GK.7456.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 4.000.000
059.GK.7456.PBO.001 Kebijakan terkait pengentasan judi online 0o 1 Rekomendasi 4.000.000 03 02 02 003

Kebijakan

059.GK.7456.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 8.200.000
059.GK.7456.QDI1.001 Sandbox Regulasi Digital 0 10 Industri 8.200.000 02 09 06 03
059.GK.7657 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang 7.266.420

Komdigi
059.GK.7657.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 7.266.420

SK No 144264 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 701 -
NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2(()3:;;(1),2)9 PN PP KP PROP
059.GK.7657.PD1.001 Pelatihan Bidang Komdigi 500 400 Orang 7.266.420 01 02 02 03
059.GK.7658 SDM Vokasi Bidang Komdigi 357.513.924
059.GK.7658.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 335.316.784
059.GK.7658.PDI.001 Pelatihan berbasis SKKNI bidang komdigi 0 25000 Orang 335.316.784 o1 02 02 03
059.GK.7658.SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan 22.197.140
Informatika
059.GK.7658.SCA.001 Pelatihan Bidang Komunikasi dan 6000 0o Orang 22.197.140 01 02 02 03
Informatika
059.GL Program Pengembangan dan Penguatan 36.453.936.180
Infrastruktur Digital
059.GL.7433 Akselerasi pengembangan infrastruktur 612.724.384
digital
059.GL.7433.PAD Peraturan Presiden 1.760.000
059.GL.7433.PAD.001 Rancangan Peraturan Presiden Tentang 1 0 R.Perpres 880.000 03 02 01 004
Peta Jalan Infrastuktur Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) Nasional
059.GL.7433.PAD.002 Rancangan Peraturan Presiden tentang 1 0 PerPres 880.000 03 02 02 003
Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan
Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
059.GL.7433.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 7.565.000
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059.GL.7433.PBO.001 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 1 0 Rekomendasi 5.365.000 03 02 01 004
Layanan Telekomunikasi Universal Kebijakan
059.GL.7433.PBO.003 Rekomendasi Kebijakan Peta Jalan terkait 1 0 Rekomendasi 2.200.000 03 02 02 003
Siskomnas PMPB Kebijakan
059.GL.7433.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 19.575.000
059.GL.7433.QDB.001 Fasilitasi integrasi K/L/D dengan Layanan 0 50 Lembaga 12.000.000 03 02 02 005
Panggilan Darurat 112
059.GL.7433.QDB.002 Lembaga/ Instansi yang Terintegrasi 2 2 Lembaga 7.575.000 08 04 02 02
Sistem Informasi Kebencanaan
03 02 02 001
059.GL.7433.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 60.000.000
059.GL.7433.QDH.001 Fasilitasi Penyelenggara Jaringan Bergerak 0 4 Badan usaha 40.000.000 03 02 01 001
Seluler dalam Penggelaran Jaringan 5G di
Kawasan dan Sektor Prioritas
059.GL.7433.QDH.002 Fasilitasi Penggelaran Infrastruktur dan 0 4 Badan usaha 20.000.000 03 02 01 001
Peningkatan Kualitas Layanan Seluler 4G
oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak
Seluler
059.GL.7433.RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan 444.426.455
Komunikasi
059.GL.7433.RBT.002 Prasarana Digital Broadcasting System 6 0 Titik/Lokasi 433.220.000 03 02 01 003

(DBS)
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059.GL.7433.RBT.003 Penyelenggaraan Jaringan Sistem 0 264 Kab/Kota 387.500 03 02 02 001
Komunikasi Nasional Pelindungan
Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
059.GL.7433.RBT.004 OM Penyelenggaraan Sistem Komunikasi 0 125 Kab/Kota 10.818.955 03 02 02 001
Nasional Pelindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana
059.GL.7433.RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi 23.800.000
dan Komunikasi
059.GL.7433.RDS.001 Prasarana Digital Broadcasting System 0 10 Unit 3.450.000 03 02 01 003
(OM)
059.GL.7433.RDS.002 Sistem Informasi Kebencanaan (OM) 3 3 Unit 20.350.000 03 02 02 001
059.GL.7433.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah 55.597.929
Daerah
059.GL.7433.UBA.002 Kabupaten Kota yang difasilitasi 20 20 Kab/Kota 42.597.900 03 02 01 001
Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama
06 07 01 03
059.GL.7433.UBA.002.0000 Kabupaten Kota yang difasilitasi 20 20 Kab/Kota 42.597.900 06 04 01 09
Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama -
Pusat
059.GL.7433.UBA.005 Fasilitasi Pengembangan Gigabit City 0 38 Daerah 29 03 02 01 001
(Prov/Kab/Kota)
059.GL.7433.UBA.006 26 26 13.000.000 08 04 02 01
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Kab/Kota yang Sudah Terintegrasi Layanan Daerah 03 02 02 005
Panggilan Darurat 112 dan Sistem (Prov/Kab/Kota)
Informasi Bencana

059.GL.7434 Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan 56.890.693
Standardisasi Perangkat Digital

059.GL.7434.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 50.700.693

059.GL.7434.PB0.401 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan 3 1 Rekomendasi 37.700.693 03 02 01 004
Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan Kebijakan
Broadband

059.GL.7434.PB0.402 Rekomendasi Kebijakan Perlindungan 0 1 Rekomendasi 4.000.000 03 02 02 003
Pengguna Perangkat Digital Kebijakan

059.GL.7434.PBO.403 Rekomendasi Kebijakan Pengolalaan 0 1 Rekomendasi 4.000.000 02 14 002 01
Limbah Elektronik (e-waste) Kebijakan

059.GL.7434.PB0.405 Rekomendasi Standardisasi perangkat 0 0 Rekomendasi 1.000.000 03 02 01 004
digital, data center, cloud, CDN, Internet Kebijakan
Exchange dan Infrastruktur Pasif

059.GL.7434.PB0.406 Rekomendasi Kebijakan Pengaturan 0 1 Rekomendasi 4.000.000 03 02 01 004
Spektrum Frekuensi Radio untuk Kebijakan
keperluan layanan publik dan instansi
Pemerintah

059.GL.7434.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 6.190.000
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059.GL.7434.QDl.421 Fasilitasi Linkmatch Industri TIK Dalam 1 1 Industri 6.190.000 02 14 002 001
Negeri
059.GL.7435 Pengembangan Layanan dan Ekosistem 12.000.000
Industri Telekomunikasi dan Perangkat
Digital
059.GL.7435.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 8.000.000
059.GL.7435.PBO.523 Rekomendasi Kebijakan Rasionalisasi 0 1 Rekomendasi 4.000.000 03 02 01 004
Regulatory Cost Kebijakan
059.GL.7435.PB0O.524 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan 0 1 Rekomendasi 4.000.000 03 02 02 003
Data Center dan Cloud Kebijakan
05 0S 0S5 002
05 05 05 001
059.GL.7435.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 4.000.000
059.GL.7435.QD1.514 Fasilitasi Pengembangan Data Center dan 0 1 Industri 4.000.000 05 05 05 004
Cloud
059.GL.7436 Layanan Publik Bidang Sumber Daya dan 165.158.150
Perangkat Digital
059.GL.7436.PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 1.828.050
059.GL.7436.PBO.501 Rekomendasi Kebijakan Industri Perangkat 2 0 Rekomendasi 1.828.050 02 14 001 004
Telekomunikasi Dalam Negeri Kebijakan
059.GL.7436.QAH Pelayanan Publik Lainnya 32.375.498
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059.GL.7436.QAH.201 Layanan perizinan spektrum frekuensi 0 1 layanan 4.000.000 05 05 05 004

radio, SOR, Sertifikasi Perangkat, Data

Center, Cloud dan Telekomunikasi Khusus
059.GL.7436.QAH.205 Layanan Pengelolaan PNBP BHP SFR 1 1 layanan 11.903.536 03 02 01 005
059.GL.7436.QAH.502 Layanan Perlindungan Pengguna Perangkat 4 1 layanan 12.471.962 03 02 02 002

Telekomunikasi

0s 05 05 004

059.GL.7436.QAH.603 Layanan Pengujian Perangkat Digital 0 1 layanan 4.000.000 0s 05 05 004
059.GL.7436.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 4.000.000
059.GL.7436.QDI.601 Fasilitasi Pengujian untuk Inovasi dan 0 1 Industri 4.000.000 05 05 0S 004

Pengembangan Perangkat Digital Dalam

Negeri
059.GL.7436.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 126.954.602

Komunikasi
059.GL.7436.RAN.601 Pemenuhan Kapasitas Pengujian Perangkat 3 1 Unit 126.954.602 02 14 002 001

TIK di BBPPT
059.GL.7437 Monitoring dan Pengendalian Spektrum 364.111.075

Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan

Kualitas Layanan Telekomunikasi
059.GL.7437.QAH Pelayanan Publik Lainnya 20.000.000
059.GL.7437.QAH.307 Layanan Pengawasan dan Pengendalian 1 1 layanan 20.000.000 03 02 01 005

SFR
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059.GL.7437.RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan 344.111.075

Komunikasi
059.GL.7437.RAN.001 Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) 1 Unit 323.000.000 03 02 01 005
059.GL.7437.RAN.002 Sistem Informasi Manajemen Spektrum 1 Unit 21.111.075 03 02 01 005

(SIMS)
059.GL.7438 Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur 35.243.051.878

Digital di Wilayah Universal
059.GL.7438.QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 66.000.000
059.GL.7438.QDH.001 Kerja Sama Badan Usaha 4 0 Badan usaha 66.000.000 03 02 01 001
059.GL.7438.RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan 11.325.234.935

Komunikasi
059.GL.7438.RBT.001 BTS 4G 2600 Titik / Lokasi 8.000.000.000 03 02 01 001
059.GL.7438.RBT.002 Teresterialisasi 1734 Titik /Lokasi 3.325.234.935 03 02 01 001
059.GL.7438.RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi 23.851.816.943

dan Komunikasi
059.GL.7438.RDS.002 OM BTS 4G /Lastmile 3761 3761 Titik / Lokasi 5.000.259.170 03 02 01 001

06 07 01 03

059.GL.7438.RDS.003 OM BTS 4G /Lastmile Papua dan Papua 3539 3539 Titik / Lokasi 4.213.367.004 06 07 01 03

Barat 03 02 01 001
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2(():3;3&2)9 PN PP KP PROP
059.GL.7438.RDS.004 OM Akses Internet 33018 32155 Titik/Lokasi 3.835.484.040 03 02 01 001
06 07 01 03
059.GL.7438.RDS.004.0000  OM Akses Internet - Pusat 33018 32155 Titik/ Lokasi 3.835.484.040 02 10 01 03
059.GL.7438.RDS.005 OM Akses Internet Papua dan Papua Barat 3812 5747 Titik/Lokasi 426.325.580 03 02 01 001
06 07 01 03
059.GL.7438.RDS.006 OM SATRIA 1 150 150 Unit 10.376.381.149 06 07 01 03
03 02 01 001
TOTAL 59.889.610.402

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta
c} Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 02.07 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 3,39 3,80 4,20

PP 02.08 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 85,77 86,00 88,00
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 02.07.01 - Indeks Harkamtibmas 67,5 67,6 68,5

KP 02.07.02 - Crime Rate per 100.000 43 40 36

penduduk

KP 02.07.02 - Clearance Rate Tindak Pidana persen 74 75 79

KP 02.08.01 - Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE) persen - (indikator baru) 80 84

KP 02.08.02 - Indeks SPBE 3,00 3,40 4,00

KP 02.08.02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri persen 85,1 86 90

KP 02.08.03 - Jumlah pusat pendidikan polwan

unit

1

SK No 144274 C
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INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029
KP 02.08.03 - Jumlah kapasitas pusat pendidikan Polwan orang 805 900 1.200
KP 02.08.04 - Indeks Profesionalitas SDM Polri - (indikator baru) 70,5 72,5
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?:;»;1%?‘2’9 PN PP KP PROP

060.BD Program Profesionalisme SDM Polri 127.052.046

060.BD.3100 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan 127.052.046
Polri

060.BD.3100.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 44.530.748

060.BD.3100.PDI.001 Sertifikasi Profesi Anggota Polwan 50 Orang 6.000.000 02 08 03 02

060.BD.3100.PDI.002 Sertifikasi Profesi Anggota Polri 500 Orang 6.000.000 02 08 04 02

060.BD.3100.PDI1.003 Sertifikasi Profesi Penyidik Polri 0 1000 Orang 24.000.000 02 08 04 02

060.BD.3100.PDI1.020 Sertifikasi Pendidik dan Pengasuh (PN) 500 0 Orang 8.530.748 02 08 04 o1

060.BD.3100.SBE Pendidikan Non Gelar 77.947.706

060.BD.3100.SBE.001 Dikbangspes Penanggulangan Konflik 75 75 Orang 4.721.014 02 07 01 01
Secara Humanis FT BRIMOB (PN)

060.BD.3100.SBE.002 Dikbangspes Penanggulangan Konflik 75 75 Orang 2.613.346 02 07 01 01
Secara Humanis FT BINMAS (PN)

060.BD.3100.SBE.003 Dikbangspes Penanggulangan Konflik 75 75 Orang 2.613.346 02 07 01 01
Secara Humanis FT SABHARA (PN)

060.BD.3100.SBE.004 Pendidikan Pembentukan Bintara Polwan 0 3000 Orang 68.000.000 02 08 03 01

060.BD.3100.SCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, 4.573.592

Pertahanan dan Keamanan

SK No 144276 C
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()32;1%)(‘)39 PN PP KP PROP

060.BD.3100.SCG.001 Pendidikan dan Latihan SPPA (PN) 70 0 Orang 4.573.592 02 08 03 02
060.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan 55.424.542

Tindak Pidana
060.B1.3137 Dukungan Manajemen dan Teknis 875.000

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
060.B1.3137.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 875.000
060.B1.3137.PDI.001 Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui 10 10 Orang 875.000 02 08 04 01

Sertifikasi CEH dan CHFI (PN)
060.B1.3142 Penindakan Tindak Pidana Umum 10.780.000
060.B1.3142.QCE Penanganan Perkara 10.780.000
060.B1.3142.QCE.001 Penanganan Tindak Pidana terhadap 0 80 Perkara 780.000 02 07 02 02

Perempuan dan Anak
060.B1.3142.QCE.002 Penanganan Penyelundupan Manusia 0 30 Perkara 10.000.000 02 07 02 01

(People Smuggling)
060.B1.3143 Penindakan Tindak Pidana Terorisme 22.169.755
060.B1.3143.QCE Penanganan Perkara 22.169.755
060.B1.3143.QCE.002 Penanganan Tindak Pidana Terorisme (PN) 1 1 Perkara 22.169.755 02 07 02 01
060.B1.3144 Penindakan Tindak Pidana Narkoba 8.727.434
060.B1.3144.QCE Penanganan Perkara 8.727.434
060.B1.3144.QCE.002 Penanganan Tindak Pidana Narkoba (PN) 1 1 Perkara 8.727.434 07 06 04 01

SK No 144277 C
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():3;3)(39 PN PP KP PROP

02 07 02 01

060.B1.3151 Penindakan Tindak Pidana Siber 7.880.654

060.B1.3151.QCE Penanganan Perkara 7.880.654
060.B1.3151.QCE.002 Penanganan Tindak Pidana Siber (PN) 30 30 Perkara 7.880.654 02 07 02 02
02 05 04 02

060.B1.4342 Penindakan Tindak Pidana Perairan 4.991.699

060.B1.4342.QCE Penanganan Perkara 4.991.699
060.B1.4342.QCE.002 Penanganan Tindak Pidana Perairan (PN) 21 ] Perkara 4.991.699 02 07 02 01

060.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana 128.398.546.470

Prasarana Polri

060.BP.3084 Pengembangan Peralatan Polri 122.383.372.793

060.BP.3084.RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan 122.383.372.793
060.BP.3084.RAF.003 Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan 24 24 Unit 121.498.550.766 02 02 02 02
PDN) (PN) 02 08 01 01
060.BP.3084.RAF.027 Pemenuhan Catching Net Samapta (PN) 500 500 Unit 271.095.000 02 08 01 01
060.BP.3084.RAF.029 Pemenuhan Kendaraan Listrik R-4 2 2 Unit 124.917.175 02 08 01 01

“Yanmas" (PN)

SK No 144278 C
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025 TARGET 2029 SATUAN 2(‘)33;%(‘)39 PN PP KP PROP
060.BP.3084.RAF.031 Pemenuhan Ran Angkut Khusus Tactical 1 1 Paket 469.278.907 02 08 01 01
Advanced TDD Active System (PN)
060.BP.3084.RAF.032 Pemenuhan Stasiun Pengisian Kendaraan 1 1 Unit 19.530.945 02 08 01 01
Listrik (SPKL) (PN)
060.BP.5062 Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi 6.015.173.677
Polri
060.BP.5062.RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan 6.015.173.677
Keamanan
060.BP.5062.RBM.001 Pembangunan SPKT Tingkat Polres sesuai 0 10 unit 38.000.000 02 08 02 02
SPM yang Terintegrasi secara Online (PN)
060.BP.5062.RBM.002 Pemenuhan Prasarana Sepolwan 0 1 unit 40.000.000 02 08 03 01
060.BP.5062.RBM.005 Peningkatan Layanan Ruang Pelayanan 1 unit 24.030.899 04 19 04 02
Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar
pelayanan minimal (PN) 02 08 02 01
060.BP.5062.RBM.007 Pemenuhan Rumah Negara Polri (sumber 1235 1235 unit 5.796.537.196 02 08 01 02
dana SBSN) (PN)
060.BP.5062.RBM.008 Pembangunan Pos Pol SubSektor di 1 0 unit 57.177.230 02 08 01 02
Wilayah Perbatasan (PN)
060.BP.5062.RBM.013 Pembangunan Polsek (PN) 1 1 unit 59.428.352 02 08 01 02

060.BQ

Program Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat

3.010.000.000

060.BQ.3130

Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara

560.000.000
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO,/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()3:;1%(1)12)9 PN PP KP PROP
060.BQ.3130.QHB Operasi Bidang Keamanan 560.000.000
060.BQ.3130.QHB.001 Peningkatan Layanan Kepolisian Fungsi 0 17000 Hari Operasi 560.000.000 02 08 02 01
Sabhara
060.BQ.3133 Peningkatan Pelayanan Keamanan dan 2.400.000.000
Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas
060.BQ.3133.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 2.400.000.000
060.BQ.3133.QAA.001 Layanan Online Bidang Registrasi dan 0 15000 Orang 2.400.000.000 02 08 02 02
Identifikasi lalu Lintas
060.BQ.5080 Pengendalian Operasi Kepolisian 50.000.000
060.BQ.5080.QAH Pelayanan Publik Lainnya 50.000.000
060.BQ.5080.QAH.001 Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN) 12 12 layanan 50.000.000 02 07 (0] 02
06 05 01 06
060.WA Program Dukungan Manajemen 5.806.990
060.WA.3072 Pelayanan Kesehatan Polri 5.806.990

SK No 144280 C
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()13:;1%(:1’.;9 PN PP KP PROP
060.WA.3072.QHB Operasi Bidang Keamanan 5.806.990
060.WA.3072.QHB.005 Bakti Kesehatan (PN) 1 1 operasi 5.806.990 02 07 01 02
TOTAL 131.596.830.048

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta
c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. MATRIKS KINERJA TAHUN 2025—2029

INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 TARGET 2029

Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas

PP 04. 14 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu persen - (indikator baru) 72,5 78,4

Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas

KP 04.13.05 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang persen - (indikator baru) 75 83
memenuhi ketentuan

KP 04.14.03 - Persentase kab/kota Pangan Aman persen 13 (2023) 14 78
KP 04.14.03 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu persen 77,8 (2023) 78 85
KP 04.14.03 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu persen 73,3 (2023) 75 79
KP 04.14.03 - Persentase obat yang aman dan bermutu persen - (indikator baru) 90 94
KP 04.14.03 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu persen - (indikator baru) 65 73
KP 04.14.03 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu persen - (indikator baru) 68 76
KP 04.14.03 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu persen - (indikator baru) 62 66
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2. RINCIAN INDIKASI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025—2029

NAMA

INDIKASI ALOKASI

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?:3;3)(1)39 PN PP KP PROP
063.DR Program Pengawasan Obat dan Makanan 474.479.278
063.DR.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 57.281.362
Indonesia
063.DR.3165.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 38.394.955
063.DR.3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan 841 1231 UMKM 38.394.955 08 02 01 03
standar oleh UPT
06 03 01 02
03 03 02 04
063.DR.3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 15.000.000
063.DR.3165.QIA.020 Sampel KLB keracunan pangan yang diuji 58 80 Produk 15.000.000 04 14 03 01
sesuai standar
063.DR.3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 3.886.407
063.DR.3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi 437 640 Lembaga 3.886.407 02 10 14 001
pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT
063.DR.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan 27.461.020

Suplemen Kesehatan
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NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(():5;1%239 PN PP KP PROP
063.DR.4119.QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 16.240.000
063.DR.4119.QDG.002 Pelaku usaha yang diintervensi 4 12 UMKM 1.240.000 05 01 05 04
berkomitmen untuk memproduksi produk
Fitofarmaka
063.DR.4119.QDG.005 Sarana produksi obat bahan alam yang 86 90 UMKM 10.000.000 04 14 03 02
diawasi
063.DR.4119.QDG.006 Fasilitas distribusi obat bahan alam yang 70 74 UMKM 5.000.000 04 14 03 02
diawasi
063.DR.4119.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 11.221.020
063.DR.4119.QD1.001 Industri OBA yang dibina dalam 16 38 Industri 1.221.020 04 14 03 02
peningkatan maturitas
063.DR.4119.0D1.005 Sarana produksi suplemen yang diawasi 85 89 Industri 5.000.000 05 01 05 04
04 14 03 02
063.DR.4119.QD1.010 Fasilitas distirbusi suplemen yang diawasi 89 93 Industri 5.000.000 04 14 03 02
063.DR.4120 Pengawasan Produksi Pangan Olahan 43.796.450
063.DR.4120.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 43.796.450
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()::;1%&2)9 PN PP KP PROP

063.DR.4120.QDI1.001 Industri Pangan Olahan yang proaktif 58 139 Industri 17.809.924 04 14 03 01
dalam meningkatkan level pemenuhan
regulasi sistem jaminan keamanan dan
mutu pangan

063.DR.4120.QD1.002 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala 25 40 Industri 8.486.526 02 10 14 001
Kecil yang diintervensi dalam rangka
pendampingan pemenuhan kesesuaian 04 14 03 o1
pengendalian proses

063.DR.4120.QDI1.003 Sarana produksi pangan olahan yang 73 78 Industri 10.000.000 04 14 03 01
diawasi

063.DR.4120.QDI1.004 Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga 54 70 IKM 7.500.000 04 14 03 o1
Pangan) yang diawasi

063.DR.4121 Pengawasan Kosmetik 16.685.760

063.DR.4121.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri 16.685.760

063.DR.4121.QDI1.001 Industri kosmetik yang dibina dalam 35 55 Industri 8.185.760 04 14 03 02
rangka peningkatan maturitas

063.DR.4121.QDI.003 Sarana produksi kosmetik yang diawasi 81 85 Industri 4.500.000 04 14 03 02

063.DR.4121.QDI1.004 Fasilitas distribusi kosmetik yang diawasi 78 82 Industri 4.000.000 04 14 03 02
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()3:;12&39 PN PP KP PROP
063.DR.4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan 17.500.000
Obat, Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor
063.DR.4122.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 17.500.000
063.DR.4122.QIC.002 Fasilitas distribusi obat yang diawasi 167 265 Keputusan 17.500.000 04 14 03 02
063.DR.4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor 44.795.323
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
063.DR.4123.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 44.795.323
063.DR.4123.QIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok 6000 6800 Produk 7.242.655 04 13 05 02
elektronik yang memenuhi ketentuan
063.DR.4123.QIA.002 Laporan tindak lanjut regulatori terkait 12 20 Laporan 29.302.668 02 16 05 02
keamanan obat beredar yang
dikomunikasikan
063.DR.4123.QIA.003 Laporan farmakovigilans yang dinilai dan 87 89 Laporan 4.500.000 04 14 03 02
ditindaklanjuti
063.DR.4123.QIA.005 Fasilitas pelayanan kesehatan yang 26 30 Produk 3.750.000 04 14 03 02

diberikan KIE farmakovigilans

SK No 144286 C



&

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 722 -
NAMA INDIKASI ALOKASI
KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()R2:Ei(‘)§9 PN PP KP PROP
063.DR.4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, 22.500.000
Psikotropika, dan Prekursor
063.DR.4125.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 22.500.000
063.DR.4125.QIC.002 Sarana produksi obat yang diawasi 79 84 Badan Usaha 20.000.000 04 14 03 02
063.DR.4125.QIC.003 Industri farmasi yang dibina dalam rangka 52 60 Badan Usaha 2.500.000 04 14 03 02
peningkatan tingkat maturitas
063.DR.4126 Registrasi Pangan Olahan 23.500.000
063.DR.4126.PCA Perizinan Produk 23.500.000
063.DR.4126.PCA.002 Pangan olahan sebelum beredar yang 79 84 Produk 23.500.000 04 14 03 01
diawasi
063.DR.4127 Registrasi Obat 46.094.788
063.DR.4127.PCA Perizinan Produk 46.094.788
063.DR.4127.PCA.001 Obat sebelum beredar yang diawasi 7500 7900 Keputusan 46.094.788 04 14 03 02
063.DR.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 54.110.480

Kesehatan dan Kosmetik
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2?R2p5;i(:12)9 PN PP KP PROP
063.DR.4128.PCA Perizinan Produk 54.110.480
063.DR.4128.PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam 81000 118592 Keputusan 31.610.480 05 01 05 04
dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi
Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai
Ketentuan
063.DR.4128.PCA.002 Obat bahan alam sebelum beredar yang 75 77 Keputusan 10.000.000 04 14 03 02
diawasi
063.DR.4128.PCA.003 Suplemen kesehatan sebelum beredar yang 65 69 Keputusan 7.500.000 04 14 03 02
diawasi
063.DR.4128.PCA.004 Kosmetik sebelum beredar yang diawasi 94 96 Keputusan 5.000.000 04 14 03 02
063.DR.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen 3.000.000
Kesehatan dan Kosmetik
063.DR.4129.PFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 3.000.000
063.DR.4129.PFA.002 Standar obat bahan alam dan suplemen 1 1 Standar 3.000.000 (153 01 05 04
kesehatan yang disusun berkontribusi
dalam penanganan stunting
063.DR.4130 Standardisasi Pangan Olahan 985.366
063.DR.4130.PFA Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 985.366
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()5%%(‘)12)9 PN PP KP PROP
063.DR.4130.PFA.002 Regulasi di bidang pangan olahan yang 1 1 NSPK 985.366 02 15 02 01
mendukung produksi dan konsumsi yang
berkelanjutan yang disusun
063.DR.4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku 23.004.556
Usaha Pangan Olahan
063.DR.4132.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 23.004.556
063.DR.4132.QDC.001 Fasilitator yang dibina untuk melakukan 250 350 Orang 23.004.556 03 03 02 04
pendampingan kepada UMK Pangan
Olahan
063.DR.4133 Pengujian Obat dan Makanan 30.000.000
063.DR.4133.PDD Standardisasi Lembaga 25.000.000
063.DR.4133.PDD.003 Laboratorium pengawasan pangan olahan 66 81 Lembaga 25.000.000 04 14 03 01
dan sediaan farmasi yang dilengkapi
dengan SPA tersertifikasi 04 14 03 02
063.DR.4133.PEE Kemitraan 5.000.000
063.DR.4133.PEE.002 Laboratorium eksternal yang mampu 4 20 Kesepakatan 5.000.000 04 14 03 01
melakukan pengujian sediaan farmasi dan
pangan olahan sesuai standar 04 14 03 02
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO(PROYEK) TARGET 2025  TARGET 2029 SATUAN 2(()35;3)%?9 PN PP KP PROP
063.DR.4134 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat 20.000.000
dan Makanan
063.DR.4134.QCD Perkara Hukum Badan Usaha 20.000.000
063.DR.4134.QCD.002 Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 5 5 Perkara 20.000.000 04 14 03 02
Olahan yang ditindak
063.DR.6385 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku 26.279.820
Usaha OT, SK, Kos
063.DR.6385.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 26.279.820
063.DR.6385.QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM 115 166 Orang 26.279.820 03 03 02 04
OBA, SK dan Kos yang sesuai standar
063.DR.6386 Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang 17.484.353
Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
063.DR.6386.QKB Pemantauan produk 17.484.353
063.DR.6386.QKB.002 Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran 82 83 laporan 17.484.353 04 14 03 02
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang
dipantau melalui Siber
063.WA Program Dukungan Manajemen 90.552.860
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063.WA.4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 90.552.860
063.WA.4113.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 90.552.860
063.WA.4113.PD1.001 SDM pengawas pangan olahan dan sediaan 648 947 Orang 90.552.860 04 14 03 01

farmasi yang memenuhi standar

kompetensi

565.032.139

TOTAL

Keterangan:

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta

c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat
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